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Judul 

ABSTRAK 

: Siswanto 
: Ilmu Hukum 
: Pembuktian Pelanggaran Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat Berdasarkan Pendekatan Rule of Reason (Studi Putusan 
KPPU Nomor 06/KPPU"L/2004, Putusan Nomor 02/KPPU­
L/2005, Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007) 

Tesis ini membahas penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan 
khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif dengan desain presk:riptif dan menggunakan data sekunder 
sebagai sumber datanya Yang menjadi permasaJahan adalah mengapa pendekatan 
rule of reason perlu dilakukan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha, 
bagaimana pendekatan rule of reason tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999, dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan KPPU dalam 
memutuskan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rule of 
reason. Pendekatan rule of reason pada prinsipnya adaiah pendekatan yang 
mengetengahkan analisis atas dampak terhadap persaingan dari suatu perilaku atau 
tindakan pelaku usaha, setidaknya untuk melihat manfuat ekonomi dan kebaikannya 
bagi persaingan itu sendirL Pcndekatan rule of reason diperlukan dala:m rangka 
menguji manfaat ekonomis dan kebaikan dari suatu perilaku atau tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka pencapaian efisiensl ekonomi secara 
makro. Undang-Undang Nom or 5 Tahun J 999 tidak mengatur secara eksplisit 
mengenai pendekatan rule of reason tersebut, namun penerapan rule of reason dapat 
ditelusuri dari 3 (tiga) hal yaitu: dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 
Talmn 1999, dari rumusan masing-masing pasal larangan, dan dari tugas Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rule of reason daiam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 lebih luas dibanding praktek di negara lain. tidak hanya mencakup 
analisis dampak~ tetapi juga mencakup cara bersaing. Putusan Nomor 06/KPPU~ 
L/2004, Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005, dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 
te!ah menyuguhkan buk:ti~bukti ana!isis atas dampak terhadap persaingan dan juga 
potensi dampak atns suatu perilaku atau tindakan Terlapor. Putusan Nomor 06/KPPU­
L/2004 dan Putusan Nomor 07/KPPU-U2007 teiah menyajikan bukti analisis 
ekonomi berupa penurunan penjualan dan terjadinya harga serta keuntungan yang 
eksesif sebagai penguat teJah terjadinya dampak negatif terhadap persaingan. 

Kata kunci: 
Hukum persaingan, rule of reason 
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of Reason Approach (Study Verdict of KPPU No. 06/KPPU­
L/2004, Verdict No. 02/KPPU-L/2005, Verdict No. 07/KPPU­
U2007) 

This thesis discussed the implementation of rule of reason approach on the competition 
law, particularly of the Law Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of 
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study use normalive 
juridical research method with prescriptive design and use secondary data as data 
resources. The problem are why rule of reason approach need to be done in the 
business competition case settlement, how is the rule of reason approach in the Law 
Number 5 Year 1999, and what other matters that become the KPPU's judgments ro 
resolve the Law Number 5 Year 1999 violation according to rule of reason. Basically 
rule of reason approach is an approach that set forth deeper analysis to determine if the 
competition law violation occurred or not. That analysis intended to find out the impact 
that happens on the competition, at least to observe the economic benefit and Its 
advantages to the competition itself. Rule of reason approach needed to examine the 
economic advantage and the goodness of a behavior or act whom done by business 
subject to achieve macro economic efficiency. The Law Number 5 Year 1999 not 
explicitly rules the rule of reason approach. but the mle of reason approach can be 
traced from 3 (three) matters, which are: from the Law Number 5 Year 1999 
establishment goals. the fomtulation of each prohibition articles, and the KPPU duties. 
The Number 06/KPPU-L/2004 verdict, Number 02/KPPU-L/2005 verdict, and the 
Number 07/KPPU-L/2007 verdict have confirmed the analysis of the impact which 
happen already or might happen as the effect from the Oehavior or the act of its 
Repartee. In particular, the Number 06/KPPU-L/2004 Verdict and the Number 
07/KPPU-l/2007 Verdict present economic analysis in the form of sales declines and the 
excessive price and profit as the reinforcement that the negative impact on competition 
has occurred. 

Keywords: 
Competition law, role of reason 
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BABI 

PENOAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada masa Orde Baru, perkemhangan dan peningkatan aktivitas pelaku 

usaha di Indonesia banyak didorninasi oleh segelintir konglomerat yang pada 

kenyataannya telah menimbulkan social-economic gap antara pengusaha kecH dan 

menengah dan sektor-sektor informal dengan para konglomerat 1 Dalam hal ini, 

para konglomerat berusaha mengoptimalkan lobi bisnis dengan mengacuhkan 

hukum dan keadilan. Dengan adanya praktek monopoli dan praktek-praktek 

kolusifmemposisikan Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang semu.:Z· 

Setelah runtub.nya rezim Orde Baru, Indonesia mulai rnemberikan ruang 

yang lebih besar untuk kebijakan persaingan (competition policy) di dalam negeri. 

Peran kebijakan persaingan yang lebih besar ini ditandai dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) sejak 

bulan Maret tahun 2000 yang diikuti dengan pemberian kesempatan yang lebih 

besar kepada sek:tor swasta untuk berkontribusi daJam pertumbuhan ekonomi.3 

Meski adanya Undang~Undang inl sering dikait-kaitkan dengan adanya dorongan 

1Ade Maman Suherman, "Kinerja KPPU Sebagai Watebdog Pelaku Usalta Oi Indonesia," 
<ll!!P.:flwww.~lusilmku.m.com/artikcllartik~l46.php=l60k>, diakses tangga:I 28 Juni 2007. 

Jlbid. 
1/bid. 

l 
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2 

kuat dari negara-negara maju dalam bentuk Lclfer of intent (Lol) yang 

ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan international Monetary Fund 

(IMP) sebagai salah satu dari Supplementary Memorandum IMF, namun: 

kenyataannya Undang~Undang ini lahir dari hasil inisiatif Dewan Perwakilan 

Rakyat yang terpilih pada saat itu4 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh Antitrust 

Law Amerika Serikat dalam pembUlltannya. Bukan saja banyak tennino1ogi yang 

digunakan oleh undang-undang tersebut mengambil alih dan merupakan 

terjemahan dari Antitrust Law~ tetapi juga isi Undang-Undang Nomor 5 TahWl 

1999 tersebut belajar dari Anlilrust Law tersebut-' Sebagal regim barn, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang mengatur banyak hal yang bersifat baru 

sama sekali. Hal-hal baru tersebut meliputi ketentuan materiil, formil~ bahkan 

kelembagaan. • 

Berkaitan dengan ketentuan materiil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 memperkenalkan banyak larangan terhadap kegiatan usaha atau peJjanjian 

yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

4Pergeseran kebijakan pembangunan tersebut menunjukkan k:a1nitmen bangsa: Indonesia 
unluk melandaskan perekonomiannya pada mekanisme pasar, bukannya ekonomi terpimpin yang 
meoonjolkan peran negara sebagai aktor utama perekonomian. Secara teori, mekanisme pasar 
menawarkan solusi atas problem yang dihadapi oleh ckonomi terpimpin masa Orde Baru, dimana 
mekanismc pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menenlukan apa yang harus 
dikonsumsi dan diproduksL S-ebaliknya, tiap iodividu dibebaskan untuk memilih sendlri apa yang 
dibutubkan dan bagaimana memenuhinya. Pembenaran atas diperbolehkannya pemerintah 
melakukan inlervensi hanyalah jika pasar tidak dalam keadnan sempuma, dalam arti ada kondisi~ 
kondisi yang menghalangi terjadinya kompetisi atau persaingan yang fair, yang dikenal dengan 
istilah market failure. lntervensi pemerinlah ini harus dilakukan secara proporsiona\ untuk 
menghindari Governmenl Failure sebagaimana yang terjadi dl era Orde Baru. KPPU, Periode 
Pengembangon Kelembagaan dan lmp/emenlasi Awol: Laporan 5 Tahun KPPU 2000w2005 
(Jakarta: KPPU, 2006), hal.l2. 

:>Sutan Remy Sjahdelni, "Lntar Belakang. Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli," 
Jurnal Hulwm Bisnis Volume 19 (MciwJuni 2002); 8. 

6Syamsul Maarif, "Tantangan Penegakan Hukum Persaing.an Usaha Di Indonesia," Jurnal 
Hu!wm Bisnis Volume 19 (Mei-luni 2{)02): 46. 
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Tidak kmang dari 23 (dua puluh tiga) larangan substansif dinyatakan berlaku.7 

Pada dasamya larangan-larangan substansif tersebut terbagi dalam 3 (tiga) 

kelompok yaitu: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan 

yang berkaitan dengan pos!si dominan. 

Menyusul diberlakukannya persaingan yang lebih bebas, pembuat 

kebijakan di Indonesia melahirkan berbagai kebijakan yang mengarah pada 

restrukturisasi, deregulasi, keterbukaan pasar dan privatisasi kepemilikan negara 

di berbagai bidang usaba, baik swasla maupun Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan bahkan jika perlu dilakukan juga suatu rasionalisasi dan revitalisasi, 

sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di berbagai sektor yang 

mengalami stagnasL8 

Berkaitan dengan ketentuan formil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

memperkenalkan prosedur penyelesaian perkara dengan jangka waktu yang jelas 

dan telah ditentukan, demi kepastian hukem bagi pelaku usaha. Prosedur 

penyelesaian perkara dengan jangka waktu yang Ielah ditentuken tersebut secara 

sederhana diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, 

Pemeriksaan Lanjutan, dan Sidang Majelis Komisi. Keseluruhan tabap ini dibatasi 

waktu selarnbat-Iambatnya I SO (seratus lima puluh) hari sejak lapnran yang 

diterima dinyatakan sebagai laporan yang layak! 

7Syamsul Maarif, Ibid 
1Christianto Wibisono dalam "Revitalisasi Birokrasi Dorong Daya Saing•·. Bisnis 

indonesia (23 Mei 1996) yang menyatakart, bahwa " •... bcrdasarkan data WEF dan IMD daya saing 
lndtonesia dalam kurun waktu 1991~1995 tidak menunjukkari pcrkembangan bernrti .... ". Dikutip 
dnri A.M. Trhmggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persat'ngan Usaha Tidak Sehat Pfi!rse 
lllegal atau Rule of Reason (Jakarta: Program Pascasarjana Fakulta& Hukum Universitas 
Indonesia, 2003), haL 41, 

9Pemeriksaan Pendahutuan dilak:ukan dalam jang.ka waktu selambat~Jambatnya 30 (tiga 
puluh) hari ker]a setelah laporan yang dit.crima KPPU dltetapkan sebagai laporan yang Jayak. 
Selanjutnya KPPU akan melakukan Pemeriksaan Lanjutan apabila hasil Pemeriksaan Pendahuluan 
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Berkaitan dengan ketentuan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 5 

Talmn 1999 mengamanatkan dibentuknya lembaga khusus yang mengawasi 

petaksanaan Undang~Undang ini sekaligus untuk mengintemalisasikan nilai-nilai 

persaingan usaha di Indonesia. Lembaga dirnaksud adalah Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) yang telah dibentuk dengan Keputusan Presiden 

Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang secare 

struktural terlepas dari Pemerintah. KPPU secara resmi mulai menja!ankan 

tugasnya sejak diangkatnya 11 (sebelas) Anggota Komisi pada tanggal 7 Juni 

2000 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162/M Tahun 

200010 

Sepanjang dari awa1 berdiri pada tahun 2000 hingga tahun 2007, KPPU 

telah memutuskan puluhan perkara persaingan usaha, dimana dari seluruh putusan 

tersebut lebih dari 50% putusan merupakan kasus mengenai persekongkolan 

tender.H Disamping perkara mengenai persekongkolan tender, terdapat perkara-

porkara yang berkaitan dengan pasar seperti tentang monopoli (Pasa! 11 ), 

peljanjian tertutup atau exclusive dealing (Pasai 15), ponguasaan pasar (Pasa! 19), 

posisi dominan (Pasal25), dan tentang pemilikan saham (Pasal 27). 

menunjukkan adanya bul"ti awal yang cukup, dan Pcmeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka 
waktu selambat~lambatnya 60 (cnam puluh) bari kerja dan dapat diperpanjang selambat·lambatnya 
30 (tiga puluh) hari kerja. Tahap akhir adalah Sidang Majelis Komlsi yang menghasilkan Putusan 
yang harus diselesaikan dalam jangka wa'ktu selambat-larnbatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. 
Indonesia, Undang~Undang Larangan Praktek Manopoli dan Persaingcm Usaha Tidak Sehat, UU 
No.5 Tahin 1999, LN No. 33 Tahun I 999, TLN No. 3817, ps. 38-44jo, KPPU, Peraturan Komisi 
tentang Tala Cara Penanganan Perkarf.l di KPPU, Perkom No. I Tahun2006, ps. 27-59. 

1°Keputusan Prcsiden Republik Indonesia Nomor 162/M Tahun 2000 mengangkat 11 
(sebelas) Anggota Komisi untuk masa jabatan Tahun 2{)00..2005, yaitu: Didik J. Rachbini, 
Tadjuddin Noersaid, Faisal Hasan Basri, Syamsul M:aarif. Nabiel Makarim, Mohammad Iqbal, 
Pande Radja Silalabi, Soy Martua Pardede, Eambang P, Adlwiyoto, dan Sutrisno Iwaotono, 

11KPPU, Periode Pengembangan Kelembagaan dan Jmplementasi Awal: Lapcran 5 
Tahurt KPPU 2000-2005", op. cit., haL 32. 
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Ciri khusus penerapan hukum persaingan adalah adanya 2 (dua) 

pendekatan yang diterapkan oleh otoritas persaingan dalam menentukan 

te~adinya pelanggaran. Pendekatan dimaksud dikenal dengan istilah per se illegal 

dan rule of reason. Secara sederhana per se illegal dapat dipahami sebagai 

penentuan terjadinya pelanggaran dalam hukum persaingan tanpa melihat lebih 

jauh adanya dampak terhadap persaingan, sedangkan rule of reason dapat 

dipahami sebagai penentuan terjadinya pclanggaran dalam hukum persaingan 

dengan melihat dampak terhadap persaingan. Rule of reason akan selalu disertai 

dengan analisis lebih mendalam mengenai dampak terhadap persaingan atas suatu 

perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, untuk menentukan suatu 

perilaku atau tindakan tersebut reasonable atau unreasonable. 

Di dalarn tesis ini penulis mencoba 3 (tiga) putusan KPPU yang menurut 

penulis Ielah menggunakan pendekatan rule of reason, yaitu Putusan KPPU No. 

06/KPPU-L/2004, Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005, dan Putusan KPPU No. 

07/KPPU-L/2007. 

Putusan pertarna yaitu Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2004 tentang 

penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar produk baterai. Perkara ini 

melibatkan 2 (dua) pihak yaitu PT Arta Boga Cemerlang sebagai pihak Terlapor 

dan PT Panasonic Gobel Indonesia. 

Pokok masalah di dalarn kasus ini adalah adanya laporan kepada KPPU 

bahwa pihak Terlapor telah melakukan praktek bisnis tidak sehat dengan 

melaksanakan program promosi produk baterai ABC betjudul "Program Geser 

Kompetitor". Program prornosi ini mengikat toko-toko grosir/semi grosir di pasar 

tradisional di wilayah Jawa dan Bali dengan pemberian potongan harga sebesar 
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2% jika bersedia memajang produk batcral ABC dan 2% lagl jika bersedia untuk 

tidak menjual baterai Panasonic selama periode Maret - Juni 2004. Berdasarkan 

infonnasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KPPU, 

program promosi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghambat penjualan 

produk baterai merek Panasonie sehingga telah merugikan pihak PT Pana.sonic 

Gobel Indonesia. 

Setelah melakukan serangkaian proses perneriksaan1 Tim Pemeriksa dan 

Majelis Komisi yang dibentuk oleh KPPU menemukan bukti adanya pelanggaran 

terbedap Pasal JS ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a dan b serta Pasal 25 ayat 1 

huruf a jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu Majelis 

Komisi juga menemukan bukti adanya dampak negatif terhadap persaingan yang 

ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan "Program Geser Kompetitor" yang 

dijalankan oleh PT Arta Boga Cemerlang. 

Putusan kedua yaitu Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2005 tentang 

pelanggaran syarat-syarat perdagangan oleh PT Carrefour Indonesia. Perkara ini 

lebih banyak menyoroti posisi PT Carrefour Indonesia dalarn menjalankan 

fungsinya sebagai retailer dan penerima pasokan yang merniliki daya tawar 

sangat kuat. 

Pokok masalah di dalam kasus ini adalah adanya laporan kupeda KPPU 

bahwa pihak Ter!apor telah menetapkan syarat-syarat perdagangan yang 

merugikan bagi para pemasok diantanmya penerapa.n listing fee yang cukup tinggi 

dan minus margin, Mengingat posisi tawar Terlapor yang kuat} para pemasok 

rnerasa penerapan syarat-syarat perdagangan yang memberatkan dan merugikan 

tersebut mau tidak mau harus dipenuhi oleh pemasok. 
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Setelah mclakukan scrangkaian proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa dan 

MajeJis Komisi yang dibentuk olch KPPU rnenemukan bukti adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 ayat (I) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor PT Carrefour Indonesia. Selain itu, 

Majelis Komisi juga menemukan bukti adanya dampak negatif terhadap 

persaingan yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan PT Carrefour Indonesia 

terse but 

Putusan ketiga yaitu Putusan Pcrkara Nomor 07/KPPU-U2007 tentang 

pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek. Perkara ini lebih banyak menyoroti 

kepemilikan silang kelompok usaha T emasek dalarn industri telekomunikasi di 

Indonesia dan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT TelkomseL 

Pokok masalah di dalarn kasus ini adalah adanya laporan kepada KPPU 

bahwa kelompok usaha Temasek menjadi pemilik silang di PT Indosat dan PT 

Telkomsel yang keduanya merupakan pelaku usaha yang harusnya sating bersaing 

di industri telekomunikasi di Indonesia. Akibat kepemilikan silang tersebut PT 

Telkomsel dan PT lndosat menjadi penguasa pasar dan disinyalir keduanya hanya 

melakuk:an persaingan semu. 

Setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, malca Tim Pemeriksa 

dan Majelis Kamisi yang dibentuk oleh KPPU menemukan adanya bukti 

pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dilakukan oleh PT Telkomsel dan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Nornor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh kelompok usaha Tomasek. Selain itu, 

Majelis Kornisi juga menemukan bukti adanya dampak negatif terhadap 
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persainga.n yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan PT Telkomsel dan 

ke!ompok usaha T emasek lersebut 

Berdasarkan uraian dlatas. penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut 

sebagai bahan penu!isan tesis dengan judul ... Pembuktian Pelanggaran Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bcrdasarkan Pendekatan Rule of Reason 

(Studi Terbadap Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2004, Putusan Nomor 

021KPPU-L/2005 dan Putusan Nomor 07fKPPU-L/2007)». 

B. Perumusan Permasalahan 

Bertolak dari uraian mengenai Jatar belakang penulisan di atas, penulis 

merumuskan perrnasalahan sebagai berikut: 

!. Mengapa pendekatan rule of reason perlu dilakukan dalam penyelesaian 

perkara persaingan usaha? 

2. Bagaimana pendekatan rule of reason diatas dalarn Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999? 

3. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan KPPU dalam memutuskan 

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rule of reason? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memperoleh garnbaran mengenai 

penerapan pendekatan rule of reason dalarn proses penyclesaian perkara 

pelanggamn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPU. 
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Adapun tujuan dari pcnetitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlunya pendekatan rule of reason dalam penyelesaian 

perkara persainga.n usaha. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan rule of rff;ason diatas dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mcnjadi pcrtimbangan KPPU dalam 

mcmutuskan pclanggaron Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rule 

of reason. 

D. Kerangka Konsep 

Iklim persaingan yang sehat merupakan conditio sine qua non (syarat 

mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. 12 Model persaingan Ielah diakui 

sebagai al.ternatif unggul bagi pembangunan ekonomi.13 Hukum persaingan dalam 

rangka mendukung sistem ekonomi pasar dicipta..kan agar persaingan antar pelaku 

usaha tetap hidup, persaingan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, dan 

konswnen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.14 

1z:Norman S. Pakpahan, Po!wk-pokok Pikfran tentang Hukum Pcrsaingan Usaha, 
(Jakarta; ELIPS, 1994). haL 2. Lihat pula Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, 
Analisa dan Perbandingan Undang-undang Anti Monopoli, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 
1999), haL 2. 

13Luis Tineo dan Maria Coppola Ed., Kebijakan Mangenai Persaingan dan Pertumbuhrm 
Ekanomi Indonesia: Laponm Tentang Masalah-masalah dan Pilihorrpi/ihan, (World Bank, 
2001). hal.2. 

14"Membudayak<m Pcrsaingan Sebat," Jurnal Hukwn Bisnis Volume 19 (Mei - Iuni 
2002), 4. 
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Persaingan periu dijaga cksistcnsinya demi terciptanya efislensi, baik bagi 

masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. 15 Adanya persaingan 

memungtcinkan tersebarnya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan 

berusaha menjadi terbuka Jebih Iebar yang memberi peluang bagi pengembangan 

dan peningkatan kewiraswastaan (entrepreneurship) yang akan menjadi modal 

utama bagi kegiatan pernbangunan ekonomi bangsa. 16 Berdasarkan pemikiran 

tersebut, dapat dikatakan bahwa persaingan merupukan suatu situasi yang 

diperlukan bagi tercapainya efisiensi.17 

Suatu pasar apabila berlangsung dalam "perfoct competition" sebetu!nya 

tidak ada masalah dalam arti tidak ada yang dirugikan, bahkan yang terjadi adalah 

produsen akan memperoleh keuntungan yang memadai, dan dipihak konsumen 

ak:an memperoJeh barang/jasa yang semakin berkualitas dan harga yang semakin 

murah". Persoalannya, pasar ideal tidak pernah berlangsung dalam kenyataan, 

karena pasar bebas ifree market) faktanya berlangsung secara imperfect 

competition~ seperti oligopoly, (pure) monopoly, dan monopolistic competilion.19 

15Persaingan akan mendorong setiap perusahaan -untuk melakukan kegiatan usahanya 
seefisien mungkin agar dapat rnenjual barang-barong dan/atau jasa-jasanya dengan serendah· 
rcndahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba unmk menjadi seefilsicn rnungkin agar 
mernungkinkan mereka dapat menjual barang-barang danlatau jasa~jasanya semurah*murahnya 
dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, maka 
keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen rnembelt barang yang paling murah yang 
ditawarkan di pasar bersangkutan. Dengan terdptanya cfisicns! bagi tersebut akan menciptak:an 
pula efisiensi bagl rnasyarakat konsumen. Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal. 8. 

1"Nonnan S. Pakpahan, op.cil .• hat 2. 
17Suat:u perubahan da!am ckonomi adalah efisien secara ekonomis jika keuntungan pada 

mcreka yang untung melebihi kerugian pada mercka yang rugi karcna perul:ta.han ekonomi, jadi 
pada prinsipnya yang mendapat k:euntungan dapat memberi k.ompensasi k.epada yang rugi, 
trehingga semua pihak akan lebih balk. The Promoling Deregulation and Competition Project, 
Dasor-dasar Mikraekonomi Terhadap kebijakan dr.m Undang-undtmg Persaingon Usrifla 
Indonesia, (Asian Development Bank. Jakarta, 200 [), hal. 3. 

18A.A. Tarr, "Consumer Protection Legislation and the Market Place" dalam Hukum 
Perlindungan Konsumen !, ed. lnoscl'ltius Samsul, (Jakarta; Fakultas Hukum UI, Program 
Pascasarjana, 2003), hot 28. 

19/bid 
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Bertilik tolak dari pundangan bahwa dalam pasar bcbas (free market) 

cenderung yang terjadi adaiah impe1Jecr competition, maka otoritas publik 

(undang-undang) diperlukan mengintervensi pasar, karena: 

a, apabila penerapan pertlturan itu clilakukan dengan baik maka akan bermanfaat 

bagi produsen dan konsumen; 

b. pertimbangan pemerintah tidak semata-mata ekonornis~ tapi ada pertimbangsn 

kepentingan umum; 

c. sistem pasar sering gaga! mengantisipasi social-cost; 

d. pengaturan mernberi keyakinan kepada konsumen mengenai informasi yang 

akurat dan tidak menipu. 20 

Persaingan usaha merupakan hal yang baik bagi masyarakat dalam banyak 

hal, antara lain:21 

1. persaingan rnendorong produsen dan distributor menurunkan biaya; 

2. persaingan mendorong produsen untuk menciptakan variasi produk yang akan 

menarik bagi para pembeli; 

3. persaingan mendorong pernasok untuk mengembangkan barang dan jasa bam; 

4. parsaingan mendorong pcmasok untuk memberikan layanan yang lebih balk 

kepada konsumen. 

Persaingan usaha dapat dibedakan atas persaingan sehat {fair competition) 

dan persaingan tidak sehat (unfair compelition)?2 Persaingan tidak sehat pada 

akhimya dapat mematikan persaingan, yang kemudian memunculkan monopoli. 

Monopoli adalah pasar tanpa persaingan. 

2/Jlhid., haL 30. 
2tThe Promoting Deregulalion and Competition Project, op.cit, hal. 1, 

n,'Membudayakan Petsaingan Scltat.'' loc.cit. 
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Untuk memandu terjadinya pcrsamgan yang sehat sehingga 

memungkinkan terselenggaranya ekonomi pasar sebagaimana mestinya, 

diperlukan perangkat hukum pcrsaingan sebagai aturan main yang diacu oleh 

semua pelaku kegiatan ekonomi.23 Disinilah arti penting dibuatnya suatu Undang-

undang Anti Monopoli sebagai suatu perangkat hukum untuk memandu tedadinya 

persaingan sehat bagi tercapainya efisiensi. Terdapat dua efisiensi yang ingin 

dicapai oleh Undang-undang Anti Monopoli, yaitu efisiensi bagi produsen dan 

bagi masyarakat atau productive efficiency dan allocative efficiency?4 

Kebijakan persaingan dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan. 

yaltu: pendekatan struktural dan atau pendekatan tingkab laku (behavioro[J. 

Pendekatan struktnrnl dihubungkan terutama dengan merger dan monopoli atau 

posisi dorninan dari perusabaan, sedangkan pendekatan tingkab laku dihubungkan 

dengan tingkab laku bisnis seperti: penetapan harga (price fu;ing) dan pedanjian-

peijanjian kolusi "'vertical restraints)! dan ~~abuse of dominant market position".25 

Dalam penerapan hukum persaingan, ada kekhasan tertentu yang tidak 

dikenal dalam bidang hukurn lainnya. Kekhasan tertentu terletak pada penentuan 

terjadinya suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam hukum 

persaingan) penentuan terjadinya suatu tindakan dibedakan antara per se illegal 

llNonnau S. Pakpahan, op..cit, haL J. 
24Yang dimaksud dengan productive efficiency ialah eftsiensi bagi perusahaan dalam 

menghasilkan barang~barang dan jasa~jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabiia dalam 
menghasilkan barnng~barang dan jasa-jasa perusahnan rersebut dilakukan dengan biaya serendab­
rendahnya karena dapat mcnggunakan sumber daya yang sekeeil mungkin. Yang dimaksudkan 
dengan allocative effici.elu:y adalah eflslensi bag! masyaraKat konsumen. Dikatakan masyarnkat 
konsumen efisien apabila para produscn dapat membuat barang~barang yang dibutuhkan oleh 
konsumen dan menjualnya pada baraga yang para konsumen ltu berscdia untuk memhayar harga 
barang yang dibutuhkau itu. Sutan Remy Sjahdeini, op, elf, haL 9. 

25Ennan Rajagukguk, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: 
Pe!janjian yang Dilarang," (makalah disampaikan pada Seminar UU Anti Monopoli, Jakarta, 25-
26 Juli 2001), hal. 2. 
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dan rule of reason. Mcnurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud denganper se 

illegal adalah penentuan lerjadinya sualu tindakan melalui tes yang sederhana 

(bright-line tests). Per se menu rut Black's Law Dictionary adalah:26 

Of, in, or by itself. standing alone, without reference to additional facts, as 
a matter of law. 

Dalam menggllilakan penilaian secara per se illegal. artinya suatu 

perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika 

perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa ada alasan 

pembenar.27 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh A. Junaidi 

Masjhud,28 per se rule melarang suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan 

dampak yang terjadi. Dalam hukum persaingan. perbuatan semacam ini dikenal 

dengan istilah perbuatan per se illegal karena di1arang as is dan bersifat illegal 

sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau 

yuridis. 

Pengertian rule of reason adalah suatu pendekatan hukum yang dilakukan 

oleh badan pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan atau oleh 

pengadilan untuk mengevaluasi apakah suatu praktek pembatasan bisnis 

membawa akibat yang mclahirkan anti persaingar1, kemudian mernutuskan apakah 

praktek pembatasan bisnis terscbut dilarang.29 Hikmahanto Juwana memberikan 

26Bryan A. Gamer, Black's Lt~w DicJianury, seventh edition, (St Paul Minnesota: West 
Publishing, 1999), hal. I t62, 

71Elyta Ras Ointing, op.cit, hal. 28. 
28A, Junaidi Masjhud, "Pcmbuk!ian Per se rule dalam UU Anti Monopoli," Hukum 

Online Edisi 30 (Juni 2003), 

~rman Radjagukguk, "Mencermati Undang-Undang Mengenai Larangan Praktek 
Monopoli Dan Persaingan Usnha Tldak Sehat Dart Perspektif Hukum," (makalah disampaikan 
pada Seminar UU Anti Monopoli. Jakarta, 25-26 Juli 200 t), hat 3. 
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definisi rule of reason adalah penentuan lerjadinya suatu tindakan dengan 

menggunakan tes yang lebih rumit (multifactored reasonableness tests).30 

Selanjutnya untuk menghinclari salah pengcrtian dalam pembahasan 

mengenai putusan·putusan KPPU yang akan dibahas dalam tesis ini, penulis akan 

menjabarkan definisi~definisi operasional yang digunakan, antara Jain : 

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan) a tau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha:' 1 

2. Jasa adalah setiap Jayanan yang berbentuk peketjaan atau prestasi yang 

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen alau 

pelaku us aha. 32 

3. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan ataujasa jasa 

baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain,33 

4. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, haik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 34 

)
11Hikmahanto Juwana, "Merjer, Konsalidasi dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum 

Persaingan dan lJU No. Sl! 999," (ntakalah disampaikan pada Program Pelatihan Persaingan Usaha 
untuk staf sekretariat KPPU, Jakarta, 23 Oktober 200 l). hat S. 

lllndonesla, Undang-Undang Larongan Praktttk Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Seltat, op.cil., ps. I butir I6. 

nlhid., ps. I buLir l7. 
nlbid., ps. l butir 15. 
34KPPU, Peraluran Komisi Jentang To/a Cora Penanganan Perkara di KPPU, op.cit., ps. 

1 butir 8. 

Universitas Indonesia 

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH UI, 2008



15 

5. Pelapor adalah setiap orang yung mcnyampaikan laporan kepada Komisi 

mengenai telah terjadl atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-

Undang Nomor 5 Talmn 1999." 

6. Terlapor adalah pelaku usaha dan atau pihak lain yang diduga melakukan 

pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.36 

7. Pelanggaran adalah perjanjian dan atau kegiatan dan atau penyalahgunaan 

posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat.37 

8. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPPU untuk menangani 

perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selarna 

proses pemeriksaan pendah.uluan dan pemeriksaan lanjutan. 

9. Majelis Komisi adalah majelis yang dibentuk oleh KPPU untuk memutuskan 

perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setelah 

proses pemerlksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan selesai 

lO. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan olah 

Tim Pemeriksa Pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk 

menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilalmkan Pemeriksaan Lanjutan." 

11. Pemeriksaan Lanjutan ada!ah serangkaian kegiatan yang dilak:ukan oleh Tim 

Pemeriksa Lanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk 

menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran.39 

~s Ibid,, ps. ! butir 10. 
'M>Ibid., ps. 1 butir25. 
31/bid, ps. l butir 9. 
1ft/bid, ps. l butir !4. 
l'Jlbid, ps. I butlr 15. 
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12. Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Majelis Komisi untuk menliai ada atau tidaknya bukti pelanggaran guna 

menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya 

peJanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199940 

13. Alat bukti adalah ala! bukti pemeriksaan KPPU yang berupa: keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat dan a tau dokumen, petunjuk, keterangan pe1aku usaha. 41 

E. Metode Penelitian 

l. Metode Penelitian Hukum 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma­

norma hukum yang terdapat dalam paraturan perundang-undangan42 Menurut 

Soetandyo Wignjosoebroto. metode penelitian dikatakan normatif karena kbusus 

untuk meneliti hukum sebagai norma positif as it is written in the books.43 

Selanjutnya Soetandyo juga menyebut metode penelitian nonnatif sebagai metode 

penelitian doktrinaL44 

0 Jbid., ps. I butir24. 
41Indones.ia, Undang-Undang Larangan Praktck Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, op. cil., ps. 42. 
42Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pcngantar, cet. l I, (Yogyakarta; 

Lilmty, 2001), hal, 49. 
43Soetaodyo Wlgnjosoebroco, Hukum. PllFadigma, Melode dan Dinamika Masalahnya: 

70 Tahun Prof Soetondyo IVignjosoabrota {Jakarta: Elsam, 2002), haL 146~ 147. 
4-\Pcnelitian hukum doktrinal adnlah penelitian-penelitian atas: hukum yang dikonsepkan 

dan dikembangkan atas dasar daktrin yang dianut sang pengkonsep danlatau pengembangnya. Di 
Indonesia metode doktrinal lazim dikenal scbagai metode penelilian hukum yang normatif, untuk 
melawankan dengan metode pcnelitian yang dikatakan terbilang empiris. Soetandyo 
Wignjosoebroto, ibid, bal. !47-14&. 

Universitas Indonesia 

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH UI, 2008



17 

Penelitian ini bersifat preskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

masalah~masatah tertentu.45 Pcnelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta penelitian terhadap bahan 

pustaka atau data sekunder berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan 

dibahas. Penclitian ini terutama akan mengaitkan peraturan penmdang-Wldangan 

di bidang antimonopoli terntama yang terkait dengan rule of reason dan Putusan 

KPPU No. 06/KPPU-L/2004, Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 dan Purusan 

KPPU No. 07/K.PPU-L/2007. 

2. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder." Data 

sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukuMbuku, hasil-hasil 

pene1itian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.47 Data sekunder 

terdiri dati bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti (a) 

norma (dasar), (b) peraturan dasar, (c) peraturan perundang-undangan, (d) bahan 

hukum yang tidak dikodifikasikan, (e) yurisprudensi, (f) traktat, dao (g) bahan 

hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berla!m43 Bahan hukum 

4sSoerjono Sockanlo, Pengantar Penelitian Hu!mm, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2005). 
hal.lO. 

46Istilah ini menurut Socrjono Soekanlo dan Sri "M:amudji adalah data penelitian yang 
diperoleh dari bahan-bahan pustaka. SQcrjono Sockanto & Sri Mamudji. Penelitiun Hukum 
NormatifSuatu TinjauanSingkat, cet. 6, (Jakarta: PT. RajaOrafindo Persada, 2001), hal. 12. 

~ 7Menurut Soerjono Soekanto, cid-ciri umum dari data sekunder antara lain (i) pada 
umumnya data sckundcr datam kcadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; (ii) 
baik bentuk maupun isl dn!a sekundct, telah dibetuuk dan dilsl oleh peneliti-peneJit! terdahulu, 
sehingga penelitl kemudian, tidak mcmpunyai pcngawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, 
analisa rnaupun k(lnstruksi datn; dan (ill) tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Lihat Soeljono 
Soekanto, op. cit, bal.l2. 

4slbid., hal. 52. 
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sekunder adalah bahan yang mcmberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti, rancangan undang-undang, hasiJ~hasil penelitian, hasH karya dari 

kalangan hukum dan seterusnya. 49 Bahan hukum sekunder bernilai penting juga 

untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum."' Sedangkan bahan hukum 

tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 51 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui peneiitian kepustakaan 

(library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan·bahan tertulis yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, buku-buku, media internet~ majaiah dan sumber~swnber 

lainnya, yang terkait dengan penelitian ini. 

F. Sistematika Pcnulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab 

sebagai berikut : 

1. BAB I merupakan Pendahuluan yang barisi Jatar belakang masalah penelitian 

ini serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab 

ini juga rliuraikan mengenai tujuan peneHtian beserta keterangan mengenai 

49Suerjono Soekanto &. Sri Mamudji, op .ell.., hal. 13. 

~0Pandangan ini diutarakan uleh Soetnnd:yo Wignjosoebroto, Bahan hukum sekunder ini 
umumnya terdiri atas karya-karya akademls, mulai dari desk.riplif sampai yang berupa komentar­
komenrar penuh kritlk yang mcmperkaya pcngetahuan orang tentang hokum positif yang berla.lcu 
(ius constituwm) dan/atau yang seharusnya beriaku (ius constituendum). Dalam maknanya yang 
formil, bahan-bahan hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku akan tetap[, 
dalam maknanya yang matcriil, bahan-bahan hukum sekunder itu memang bahan-bahan yang 
berguna sekali untuk mentng.katkan mutu hukum posilifyang berlaku. Soetandyo Wignjosoebroto, 
op. cit., haL 155. 

$
1Soerjono Sockanto & Sri Mamudji, toe. cit. 
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istilah-istilah yang dipa.kai dalam penelitian ini. Terakhir, bab ini mernbahas 

mengenai metode pcnelitian yang dipakai dalam penelitian ini beserta 

ringkasan isi dari masing~masing bab. 

2. BAB II merupakan landasan teori yang akan membahas mengenai pengertlan 

atau tinjauan umum tentang pendekatan per se illegal dan rule of reason. 

3. BAB lii merupakan uraian mengenai rule of reason dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. 

4. BAB IV merupakan pembahasan yang akan menyajikan rangkuman dan 

analisisnya alas Putusan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-L/2004, Putusan 

Nomor 021KPPU-U2005, dan Putusan Nomor 07/KPPU-U2007 terkait 

dengan penerapan rule of reason. 

5. BAB V merupakan Penutup dari seluruh penulisan ini~ dimana bab ini berisi 

kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban-jawaban terhadap rumusan 

masa1ah yang terdapat dalam Bab I beserta saran yang disarnpaikan oleh 

penulis. 
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BABII 

PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON 

A. Pengertian Per Se Illegal dan Rule of Reason 

Prinsip utama daiam hukum persaingan berpijak pada teori ekonomi suatu 

industri yang berbasis pada 2 (dua) model sederhana parilaku pasar, yaitu model 

persaiogan sempurna (the perfectly competitive model) dan model monopoli 

sempurna (the pure monopoly model). Persaingan sempuma dan monopoli mumi 

adalah dua kutub yang berlawanan. Dalam persaiogan sempurna, perusahaan akan 

bertindak sebagai price taker, sehingga mereka tidak akan dapat menentukannya 

secara sepihak, karena hanyakuya pilihan dan kemudahan berpindah ke produk 

perusahaan lain. Sebaliknya, dalam monopoli murni suatu perusahaan akan 

bertindak sebagai price maker. sehingga mereka dengan mudah dapat menentukan 

harga produk mereka. 52 

Dari segi makroekonomi, persaingan yang sehat akan menghindarkan 

masyarakat terhadap adanya bobot hilang (deadweight loss) yang umumnya 

disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi yang biasa dipraktekkan oleh 

perusahaan monopoli untuk menjaga agar harga-harga tetap tinggi dalam pasar 

persaingan sernpuma (pelfect competition). Dengan demikian, persaingan yang 

sehat akan mengarah pada penggunaan berbagai swnber daya ekonomi secara 

nLynne Pepall, Daniel J, Richards, and George Norman, Industrial Organizaliorr: 
Canlempcrury Theory and Practice. 2na ed., (South Westem, 2002), haL 3-ll, 
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efisien sehing:ga bermantbal juga untuk memaksimumkan kesejahteraan 

konsumen (consumer welfore).51 

Dalam penerapan hukum persaingan, ada kekhasan tertentu yang tidak 

dikenal dalam bidang hukum lainnya. Kekhasan tertentu terletak pada penentuan 

teljadinya suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam haksan 

persaingan, penentuan terjadinya suatu tindakan dibedakan antara pet se illegal 

dan rule of reason. Menurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud dengan per se 

illegal adalah penentuan terjadinya suatu tindakan melalui tes yang sederhana 

(bright-ltne tests), sedangkan rule of reason adalah penentuan terjadinya suatu 

tindakan dengan menggunakan tes yang lebih rumit (multifactored reasonableness 

tests)." 

Dalam menggunak:an penilaian secara per se illegal, artinya suatu 

perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika 

perbuatan itu telah rnemcnuhi rumusan dari undang~undang tanpa ada alasan 

pembenar.55 Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh A. Junaidi 

Masjhud,56 per se rule me!arang suatu perbuatan tanpa mernpertimbangkan 

dampak: yang terjadi. Dainm hukum persaingan, perbuatan semacam inl dikenal 

dengan istilah perbuatan per se illegal karena dilarang as is dan bersifat illegal 

sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau 

yuridis. 

53JohMy Ibrahim. Hukw11 Persaingan Usaha Fiiosofi, Teari, dan lmplikasi 
Pen€raporurya di fndoneyia, (Malang: B.ayumcdia Publishing, 2006), hal. 103-104, 

,.Hikmahanto Juwaua, Joe.. cit, 

"Eiyta Ras Giming, op. cit., hal. 28. 
56 A. Junaidi Masjhud, lac. cit. 
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Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai per se illegal akan 

dihukum tanpa proses pcnyelidikan yang rumit Jenis perilaku yang ditetapkan 

secara per se illegal hanya akan dilaksanakan setelah pengadilan memiiiki 

pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku 

tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selatu tidak pernah 

membawa manfaat sosial. Pendekatan per se illegal ditinjau dari sudut proses 

administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolahkan 

pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya 

memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencarl fakta di pasar yang 

bersangkutan." 

Arie Siswanto yang mengutip pendapat Kissane & Benerofe menyatakan 

bahwa ada kategori tindakan yang oleh pengadilan dianggap nyata-nyata bersi&t 

antipersaingan sehingga terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan itu tidak lagi 

terlalu penting untuk menentukan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. 

Dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan tertentu yang 

jeJas-jelas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dengan serta merta dapat 

ditentukan sebagai tindakan yang ilegal. Hanya dengan membuktikan bahwa 

tindakan tersebut telah dilakukan dan tanpa melakukan analisis lebih jauh 

terhadap alasan-alasan yang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan 

itu, pengadilan menentukan tindakan yang dilakukan itu bersifat ilegal. 58 

"AM. Tri Anggraini, op. cil., hal. 92. 

~~ "... it falls into a class of acts thai courts have del ermined are so obvi~ly 
anticompetilive that little or no analysis of/he partiCillar facts af the case a( hand are 11ecessary to 
rule the acJ ;//ega/. " Arle Siswanto, Htt1<11tu Persait~gan Usaha, ce!.akan pertama, (Jakarta: Gbalia 
Indonesia, 20(}2), haL 65. 
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Mendasarkan pada uraian di atas, Arie Siswanto menyatakan bahwa 

pendekatan per se illegal mirip dcngan konsep delik formal di hukum pidana. Di 

dalam hukum pidana, delik formal dianggap terjadi sekedar apabila unsur~unsur 

tindak pidana yang dyang dicanlumkan di dalam undang-Wldang telah terpenuhi, 

tanpa melihat akibat tindakan yang dilakukan." 

Lebih lanjut A.M. Tri Anggroini menyatakan bahwa pendekatan per se 

illegal harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni pertama, harus ditujukan lebih 

kepada "pcrilaku bisnis .. daripada situasi pasar, kro:ena keputusan melawan hukum 

dijatuhkan tanpa disertai pemerik.saan lebih lanjut, misalnya mengenai aldbat dan 

hal-hal yang melingkupinya. Hal ini adalah adil, jika perbuatan ilegal tersebut 

merupakan "tindakan sengajan oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. 

Kedua, adanya identi:fikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau 

batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atlls tindakan 

dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus ditentukan 

dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terlelllk 

dalam batas-batas yang tidak jelas anlara perilaku terla:rang dan perilaku yang 

sah-"' 

Carl Kaysen dan Donald F. Turner menyatakan bahwa per se illegal dapat 

diterapkan biia memenuhi salah satu syarat berikut ini: 

L tindakan tersebut hanya mengurangi persaingan dan setalu mengurangi 

persaingan tanpa ada alasan pcmbenar lainnya. 

~Arie Siswanto, ibid., haL 66. 
60A,M. Tri Anggraini, op. cil, haL 92·93, 
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2. tindakan tersebut kadang bcrhahaya, kadang tidak, telapl tidak pernah 

memberikan kontribusi positiC tcrhadap kinerja pasar, dalam hal int tidak 

memberikan dampak yang menguntungkan atau bermanfaat 

3. tindakan tersebut kadang berbahaya, kadang tidak, kadang bennanfaat, namun 

jumlahnya tidak memberikan manfaat bagi bekerjanya pasar, atau kedua aspek 

yang berbahaya dan bermanfaat tersebut tetap membahayakan secara 

keseluruhan bagi bekerjanya pasar. 61 

Berbeda halnya dengan per se illegal, penggunaan pendekatan rule of 

reason memungkinkan pengadilan untuk melakukan lnteJ:pretasi terhadap undangw 

undang. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat umpemanya, Ielah 

menetapkan suatu standar rule of reason yang memungkink:an pengadilan 

mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan !a yak atau tidaknya 

suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk menge!ahui apakah hambatan 

tersebut bersifat mencampuri1 mempcngaruhi, atau bahkan mengganggu proses 

persaingan. 62 

Dalam wikipedia, rule of reason dideskrlpsikan sebagai sebuah doktrin 

yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam menafsirkan 

61(1) The camdetnned praclice is always harmful, whatever the circumstances pf its use. 
In our context, !his means rim! Jhe proctice con serve only /o Jessen ccmpetitioon, that it always 
does lessen competilian, and that ir has 110 orher JUstifications. (2) The practice is sometimes 
hormful and sometimes neutral, but never contributes posll.ively to the working of the mfJrkel. A 
practice may be harmful when it achieves ils intended effects and neutral if it fails; in either event 
it has no beneficiale effects which camlOI bi.! achieved withauf the practice .(3) The pracitice is 
sometimes harmful, sometimes neulraf, and sometimes beruficial. but the aggregate of harm in 
siJUations in which if makes a benr:jicfaf contribution to the working of the market. Or 
alternatively, there are bot!J harmful ami beneficial aspects of !he practice in a particular sifualion 
and these vary from situa/ion to siwatwn; bur in tlte Pggregate of ali situtUions, hflrm far 
outweigh! benefit. The difference between aggregate harm and aggregate biu;{!jir must be so great 
that tire cost of distinguishing harmful a11d beneficial siluations by an examination of the reltn~anl 
circums/(1J1C2S is nor worth icurring. Curl Kayscn dan Donald F. Turner, Anl!'trusl Polley: An 
Economic and Legal Analysis, (Cambridge: Hnrvard University Press, 1971 ), haL 143. 

62A.M, Tri Anggralni, op. cil., hal. 94-95. 
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The Shennan Act. 63 Rule (?f reasm1 juga dapat rlipahami sebagai pendekatan tidak 

terbatas yang sifatnya lcbih pragmatis yang dibangun berdasarkan asumsi bahwa 

konsentrasi penjualan dengan tingkat yang tinggi dan adanya perjanjian tertentu 

antara beberapa perusahaan yang biasanya dapat menghasilkan peningkatan 

efisiensi ekonomL Unsur penting dalam pendekatan ini adalah bahwa setiap 

situasi dipertimbangkan manfaat ekonornis dan kebaikannya daripada secara 

otomatis mengadakan larangan.64 

Rule of reason secara substansi dapat dipahami sebagai suatu pendekatan 

yang dilakukan o1eh otoritas persaingan usaha untuk menentukan suatu tindakan 

yang dianggap melanggar dengan mempertimbangkan dampak atau akibat 

terhadap persaingan. Erman Radjagukguk mendefinisikan rule of reason sebagai 

suatu pendekatan hukum yang dilakukan oleh badan pengawas pelaksanaan 

undang*undang persaingan atau olch pengadilan untuk mengevaluasi apakah suatu 

praktek pembatasan bisnis mcmbawa akibat yang melahirkan anti persaingan, 

kemudian memutuskan apakah praktek pembatasan bisnis tersebut dilarang.65 

R.S. Khe.mani and D.M. Shapiro dalam Glossary of Industrial 

Organisation Economics and Competition Law yang diterjemahkan oleh 

Bam bang P, Adiwiyoto menyntaknn bahwa rule of reason adalah suatu 

pendek.atan huk.urn yang dllakukan oleh otoritas. persaingan usaha atau pengadi!an 

dimana suatu upaya yang diiakukan unluk mengkaji aspek-aspek yang pro 

6JThe rule of reason is a doctrine developed by lhe United Statu Supreme Court in its 
interpretation af the Sherman AlliilniSJ Act. The rule, staled and applied in the case af Standard 
Oil Co, of New Jersey v. Unired Stales, 22 I U.S I (19 11), is that only combinations and contracts 
unret3$orntbfy restraining Jrade are subject to actions under the onli-trust laws and that sire and 
possession of monopoly power are nor iltcgai. "Rule of Reason," <http://en,wj!cipedia.org/wiki/ 
Rule of mawn>, diakses tanggal22 April 2008. 

64Johnny Ibrahim, op. cit., hal HH. 
63Erman Radjagukguk, "Mcncennati UndangAJndang Mengenai larangan Praktek 

Monopoll Dan Persaingan Usahn Tida..l.: Selmt Dati PerspektifHukurn," op. cir .• hal, 3. 
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terhadap persaingan suatu pcmhatnsan praktek bisnis terhadap dampak anti 

persaingan dalam upaya untuk mcncntukan apakah praktek tersebut dilarang, 

Beberapa pembatasan pasar yang sccara prima facie meningkatkan wacana 

persaingan pada pemeriksaan lanjut, ditemukan memiliki efisiensi yang berlaku 

dan meningkatkan manfaat. MisQ;lnya, suatu pabrik dapat membatasi pasokan 

suatu produk di pasar wilayah yang berbeda hanya kepada pengecer yang ada 

sehingga mereka memperoleh keuntungan yang tinggi dan mempunyai insentif 

untuk mengiklankan produknya dan menyediakan pelayanan yang lebih balk 

kepada konsumen. Kegiatan ini dapat berdampak pada meoingkatnya permintaan 

barang hasH pabrik lebih besar daripada meningkatnya permintaan barang pada 

barg yang lebih rendah. 66 

Menurut Arle Siswanto, pendckatan rule of reason diterapkan terhadap 

tindakan-tindakan yang tidak bisa seca:ra mudah dilihat ilegalitasnya tanpa 

menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi, jika dalam rule 

of reason pengadilan disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

Jatar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta 

posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan 

faktor-faktor tersebut, barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat 

ilegal a tau tidak." 

Pendekatan rule of reason dipcrgunakan untuk mengakomodasi tindakan-

tindak:an yang berada dalo.m grey area antara legalitas dan ilegalitas. Dengan 

analisis rule of reason, tindakan-tindakan yang berada dalam grey area namun 

~.S, Khemani dan D,M, Saphiro, Glossary of lnduslrial Org(mizalion Economic and 
Competition Law, Reprinted Version, diterjcmahkan oleh Bambang P. Adiwiyoto, hal. 66. 

({I Arie Siswanto, op. cil, hal. 66. 
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temyata berpengaruh positif tcrhudap pcrsaingan menjadi berpeluang untuk 

diperbolehkan. Pendekatan rule of reason ini seakan-akan lantas menjadi jaminan 

bagi para pelaku usaha untuk secara lcluasa mengambil langkah bisnis yang 

mereka kehendaki, sepanjang langkah itu reasonable.68 

Rule of reason merupakan standar yang memboiehkan pengadilan untuk 

menilai ketidakjeJasan atau tingkatan~tingkatan dari pengaruh persaingan. Dalam 

menera.pkan suatu standard of reason untuk menilai suatu kesepakatan terlarang 

dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan, dapet dikaji antara lain melalui 

tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter (misalnya kekuatan) dari para pihak, 

dan akibat penting yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Meskipun pada 

akbimya Mahkamah Agung Amerika Serikat menggunakan pendekatan rule of 

reason yang fleksibelj yang menentukan bahwa suatu undang-undang hanya 

menghukum perilaku yang unreasonable, namun belum terdapat standar yang 

jelas untuk menilai hal ini.69 

Penerapan rule of reason merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan 

penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang 

mengharnbat atau mendurong persaingan. atau apabila terdapat tendensi 

keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah yang pengaruhnya paling 

menguntungkan (efisien) bagi nmsyarakat luas.70 

Dalam pendekatan rule of reason guna menentukan pasar secara 

struktural, maka tugas pertama dan paling mendasar dalam anal.isis persaingan 

68Arie Slswanto, Ibid., hal. 67. 
6'~A.M. Tri Anggrnlni, op. cU .. haL l04wl()5. 
70A.M. Tri Anggraini, ibid., haL 105. 
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adalah menetapkan definisi pasar,71 Dalam Black's Law Dictionary, relevant 

market didefinisikao scbagai _,(f market that is capable of being monopolized, that 

is. a market in which a firm con raise prices above the competitive level without 

losing so many sales that the price increase would be unprofitable. 72 

Titik awal setlap bentuk analisls persaingan adalah definisi pasar 

bersangkutan (relevant nuwket). Definlsi pasar memperhatikan pertimbangan 

permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan. produk harus dapat disubstitusi 

dari pandangan pembeli. Pada sisi penawaran, harus disertakan penjual yang 

menghasiikan atau dengan mudah menukar produksi ke produk terkait atau 

pengganti yang mirip. Pada umumnya definisi pasar termasuk penjual nyata dan 

potensial, yaitu perusahaan yang dengan cepat dapat merubah proses produksinya 

untuk memasok produk pengganti apabila harganya tetjamin. 73 Semua 

perhitungan, penilaian, dan kcputusan tentang implikasi persaingan akibat 

perilaku apapun tergantung pad a ukuran dan bentuk pasar bersangkutan.74 

Patrick Massey mcnyatakan bahwa definisi pasar te1ah lama menjadi isu 

yang kontroversial dalam kasus-kasus persaingan dan metjer. Di akhir abad ke-20 

11 
" •.. market definiti011 is the process of identifying Jhose sellers who are in the position to 

keep their price down, expand their om put, and maintain their quality of their products so as to 
prevent the defendant from sm:cess/ully raising fls price, lowering fiG output, or reducing the 
quality of their product .. " Slcphen F. Ross, Princ1jJlr!S of Anfitru.~t Lmv, {Westbury New York: 
The Foundation Press, Inc. 1993), haL 44, 

nBryan A. Garner, Bfack's Law Dictionmy, op cit., hal. 983~9S4. 
7JRS. Khemani dan D.M. Saphiro, op. cit., haL 4546, 
14" .. ,\'1 relevant market, rhen, is a narrowest market which is wide enough sc that 

products from a<!facenr areas or form ather producters in the same area cannot compete on 
substanstial parity wi1h llwse included in tile mwket ... " Lawrence An!hony Sullivan, Antitrust, 
(St. Paul Minnesota: West Publlishing, Co., 1977), hal. 41. 
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para ekonomi telah mcngcmb<.mgkan suatu metode baru dalam mendefinisikan 

pasar dengan serangkaian analisis terhadap fakta permintaan.75 

Sebuah pasar memiliki 2 {dua) kornponen utama, yakni komponen produk 

dan jangkauan geografis. Pasar produk menguraikan barang atau jasa yang 

dipetjualbelikan, sedangkan pasar geografis menguraikan lokasi produsen atau 

penjual produk. Dalam hal !ni terdapat kemiripan pada proses pendefinisian kedua 

komponen pasar tersebut, dan tugas untuk rnendefinisikan pasar adalah meliputi 

semua substitusi yang dekat dengan produk atau sumber penawaran yang 

ditawarkan oleh pihak-pihak yang terkait. Metode yang Ielah diterima untuk 

melak:ukannya adalah dengan analiisis dari sisi pennintaan, untuk memutuskan 

sampai dimana pembeli siap beralih kepada produk pengganti atau sumber-

swnber penawaran. 76 

Hampir senada dengan A.M. Tri Anggraini, RS Khemani dan D.M. 

Saphiro juga menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) dimensi dasar defmisi pasar 

yaitu pasar produk (product market), dimana produk dijadikan kelompok bersama, 

dan pasar geografis (geographic market), dimana wilayah geografis dijadikan 

kelompok bersama.17 

Douglas F. Greer menyatakan hahwa dalam mendefinisikan pasar dibagi 

dalam 2 (dua) bagian yailu rancangan produk (product delineation) dan skala 

1~Market definllion has long berm a cotJtrovcrsial issue in compefiton and merger cases. 
The past f'l'limiy years luzs seen the devl,!/upment of new methods of defining markets. more suited Ia 
the p()l'ficular demands of competfliun analysis lflan those trarlitionflffy use by economists, 
Attention has also focwed on methods of measuring market power dire.;;tly thereby obviating the 
need to difine markers in some imtanccs. Patrick Massey, "Market Definition and Market Power 
in Competition Analysis: Some Pnu::tical Issues," Tile Economic and Social Revi!ifW Ycf. 4, 
(Oktober 2000), hal. 309. 

16 A.M. Tr.i Anggraini, op. cir, l1al. 11 t. 
77R.S. Khemani dan D.M. Saphiro, Joe. cit. 
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geografis (geographic scope), Rancangan produk (product delineation) dapat 

digambarkan seperti prosedur dalam memperhitungkan perbandingan konsentrasi 

dalarn industri manufaktur, sedangkan skala geografis (geographic scope) dapat 

digambarkan seperti proses melihatjangkauan pemasaran suatu produk yang tidak 

dibatasi oleh perbedaan biaya transportasi.78 

Ernest Gell~orn dan William E. Kovacic menyatakan bahwa untuk 

mendefinisikan pasar produk dimana penjual berada, pertama-tama harus dilihat 

semua subs.titusi dari produk penjual yang tersedia bagi pembeli. Dalam proses 

pendefmisian perlu ditanyakan apakah produk penjual bersaing dengan produk 

lainnya, dan apakah terbatasnya produk akan mampu meningkatkan harga.79 

Untak menentakan pasar geografis kadang adalah mudah. kadang 

sangatlah sulit. Apabila pasar didefinisikan terlalu sempit pada pasar produk atau 

pasar geogra:fis, persaingan yang berarti akan dapat diabaikan dalam a:natisis. 

Namun, apabila pasar produk atau pasar geografis didefmisikan terlalu luas, maka 

tingkat persaingan akan berlebihan (oversfated). Definisi pasar yang terlalu luas 

atau terlalu sempit akan menjurus pada pangsa pasar yang berkurang 

(understated) atau bcrlebihan (overstated) dan perhitungan konsentrasi 

(concentration) juga berlebih.w 

78Douglas F, Greer, lndustrial Organization and Public Policy, Y~ ed., (New York~ 
Macmillan Publishing Company, 1992), haL 179-ISL 

19To define tile producl market iu which the seller operates, one seeks to locate all 
subsiitutes available to buyers of th!! setter's product. The definition process asks whether the 
seller's product competes 1vith other products, and whether their prcducls liwt't her ability to raise 
price. Too narrow a definilion will exclude genuine substitutes and ovcrstatse the defendant's 
ability to affect price and outpur; if IWnmbstilu/es are inc{uded. the defend ani's market share (and 
inftrentioJly her marker power) will be xmdcrsfaled because some of the included products will 
hardly affect her power to set power. Cmest Oellhorn and William E. Kovacic, Anlitrvst Law and 
Economic in a nut shells, 411> edition, (St Paul Minnesota: West Publishing, 1994), haL 98. 

3*R..S. Khemani dan D.M. Snphiro, op. cil., hal. 46. 

Universitas Indonesia 

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH UI, 2008



31 

Ernest Gelhorn dan Wi!:iam E. Kovacic menyatakan bahwa dimana pasar 

geografis penjual adalah bclum pusti, bagaimanapun kernampuan uniuk 

membayar bukan hanya dari pola pc:njual yang aktual tetapi juga dari hubu.ngan 

barga dengan pergerakannya di wilayah yang herheda. Suatu hubungan yang kuat 

antara harga dengan pergernkan harga, khususnya ketika didukung o1eb 

pergerakan penjualan, akan mcnjadi indikasi kuat bahwa pasar geografis telah 

terdefinisi. Sebalikuya, tidak adanya hubungan antara perbedaan harga yang 

mencolok dengan perubahan harga memungkinkan terdapatnya lebih dari 1 (satu) 

pa.sar geografis, meskipun terdapat beberapa pergerakan penjualan, Hambatan 

transportasi adalah prinsip dasar lainnya untuk memisahkan pasar geografis. 

Secant kese!uruhan, pasar gcografis yang bersangkulan di dalam analisis 

persainga.n adalah 1'suatu bagian dari negara" dimana suatu perusahaan dapat 

meningkatkan harga tanpa mcnarik pemain baru atau tanpa menghilangkan 

banyak konsumen untuk pindab kc penjual di wilayah lain." 

Dalam menentukan pasar produk dan pasar geografis biasanya dilak:ukan 

melalui serangkaian penelitian cmpiris yang tidak mudah, dan tidak dapat 

dilakukan dalam jangka waklu yang relatif singk.at Penelitian empiris yang 

Rl Where the seller·-~ geographic market is less certain, however, allenticn iS paid not only 
to actuql stiles paucms but also ro price n:lalionships and movements in different Cirea. A dose 
correlotion among prices and price mm'emenfs, especially when suppOI'Ir:d by sates inlerchanges, 
will be a strong indication that a geographic markel has been identified Conversely, siginlfrcant 
price differences and uncorrelar.cd prices changes may suggest that more than one geographic 
market exists, even where same sales inrerchange occur. Tn:msporlaCion barriers are another 
principal basis for separatiug geogl"aphic markets. In sum, lhe relevant geographic market 1'n 
antitrust analysis is that "section of r!Jc country" where a firm can increase itx price without 
attracting new seUcrs or without losing mmry customers Ia alternative suppliers oulside that area. 
Ernest Gellhom and Willian E. Kovacic, op. cit., hal. !06. 
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membutuhkan waktu cukup lmnn ini dimaksudkan umuk menguji tingkat 

substitusi dari suatu barang ainu jasa 1crhadap barang lainnya. 82 

Hampir senada dcngan pendapat di atas, Martinus Udin Silalahi 

rnenyatakan bahwa hukum pcrsaingan biasanya baru memberikan penilaian 

terhadap pembatasan pungsa pasar bersangkutan (relevant market) untuk 

menentukan pangsa pasar suatu produk tertentu. yaitu pernbatasan pasar secara 

objektif dan secara geografis. Secara objekif adalah penllaian terhadap suatu 

produk tertentu~ apak:ah mempunyai produk sejenis atau ada produk: yang dapat 

dipakai sebagai barang substitusinya. Kalau ada produk sejenls dan atau ada 

barang substitusi, produk sejenis dan barang substitusi tersebut akan 

diakumulasikan dengan produk utama tadi sebagai suatu pasar yang sama, Dengan 

demikian, produk utarna terse but pangsa pasarnya akan menurun. Secara geogra:fis 

adalah penilaian produk iertcntu, yaitu sejauh mana produk tertentu dan yang 

masuk dalam satu pasar tersebut dtpasarkan, selauas wilayah tersebut1ah 

dilakukan perhitungan pangsa pasar yang bersangku!lln. 83 

Pasar bersangkutan mcrupakan suatu pengertian yang relatif sangat 

"summir11
• Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk dapat menentukan 

apa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dari suatu barang atau jasa. Pada 

garis besamya penentuan mcngcnai pasar bersangkutan dilakukan dengan 

memperhatikan: 

a. karakteristik khusus dan masing-masing produk; 

81Ditha Wiradiputra, "Hikmah l'utusnn KPPU atas Temasek," <h:t!P.;/1202,158 .. 49.150/ 
~!si-cetakietfisi-batian/qpinl/ J kl~19Q6.htrt1!>, diakses !anggal 28 Juni 2008. 

nMartinus Udin Silalahi, ''Pcrsuingan Bisnis Meningkatkan Daya Saing Lewat 
Peningkatan Kredibili!as Pcrusnhaan," <[lup;l/www .. sinarharap~n.co, idle~s,mom i/!ud(JstriJ 
~{J201/!nd4,)J!ml>, diakses tanggni2S Ju111 :W08. 

Universitas Indonesia 

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH UI, 2008



33 

b. fasHitas pengadaan produk yang spcsitik dan masing-masing produk; 

c. harga dan masing~maslng produk yang bc:rlaku dimasyarakat; 

d, sensitifitas rlari mnsing-masing produk yang berlaku di masyarakat; 

e. adanya vendor-vendoJ' alau pcmasok-pemasok khusus bagi masing-masing 

produk; 

f. pengakuan atas masing·masing produk tersebut oleh masyarakat luas 

pengguna atau pemakai produk terse but. 84 

B. Kelebihan dan Kclcmahan Rule of Reason 

Kapan pendekatan per se illegal dan rule of reason akan diterapkan tidak 

ada kejelasan atau pedoman yang standar> karena tidak. semua perilaku yang 

bersifat membatasi (restrictive conduct) seca.ra inheren bersifat antiperSaingan. 

Meskipun tidak pedornan yang standar mengenai kapan pendekatan per se illegal 

dan rule of reason akan diterapkan, namun ada bebetapa hal yang dapat 

dipertimbangkan sebagai pt..'doman atas penerapan pendekatan yang akan 

diJakukan, yaitu: 

I. Apakah suatu perjanjian mclibatkan pesaing? Apabila jawabannya ya, maka 

pengunaan analisis per se illegal lebih dimungkinkan. 

2. Apakah rencana tersebut mclaibalkan suatu jaringan industri? Apabila 

jawabannya ya, rnaka akan digunakan analisis rule of reason. 

114Gunawan Widjaja, Seri Hukum llisni.~ Merger datum Perspekti[Monopoli, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persatla, 2002), hal. 84. 
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3. Apakah rencana lerscbut sccm·a cksplisit berpengaruh terhadap harga atau 

produk (output)? Apabila j~twabannyu ya dan kcsepakatan tersebut melibatkan 

para pesaing, maka akan cligunakan analisis per se illegal. 

4. Apakah perjanjian atau kcscpakatan yang berpengaruh terhadap harga dan 

produk tersbeut bersifat terbuka (naked) atau merupukan tambahan dari 

aktivitas lainnya yang bcrakihat meningkatnya efisiensi dari para pihak yang 

bersalng? Apabila jawabannya adalah terbuka, maka akan digunakan analisis 

per se il/ega/,85 

Keunggulan rule of reason adatah dengan menggunakan analisis ekonomi 

untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan 

memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan perkataan lain,. apakah suatu 

tindakan menghambat persaingan atau mcndorong persaingan ditentukan oleh: 

..... economic values, !hat is, with the maximization of consumer want satisfaction 

through the most efficient allocation and use resources ... ".86 Setidaknya dengan 

menggunakan rule of reason alum dapat diketahui dengan pasti apakah suatu 

tindakan yang tampak melanggar benar-benar menimbulkan dampak negatif 

terhadap persaingan a tau jusl!'U membedkan insentif bagl persaingan. Misalny~ 

suatu pabrik yang membatasi p.-tsokan suatu produk di pasar wilayah yang berbeda 

hanya kepada pengecer yang ada, sehingga mereka mempero)eh kelli'Itungan yang 

tinggi dan mempunyai insentif mlttlk mengiklunkan produknya dan menyediakan 

pelayanan yang baik kepacla konsumcn. Kegiatan ini dapat berdampak pada 

MA.M. Tri Anggraini, op. cir., bal. 124~125. 
116A.M. Tri Anggraini, ibid, hn!. 127. 
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rneningkatnya perminumn prvdllk pahrik terscbut lebih besar daripada 

meningkatnya permintaan barang dcngan harga yang )ebih rendah.111 

Meskipun pendckatan rule aj reason diyakini sebagai pendekatan yang 

lebih komprehensif, namun pcncrapannya bukanlah hal yang mudah. Beberapa 

kelemahan penerapan pendekatan rule of reason adalah: 

1. Suatu perjanjian yang berakihat anti persalngan biasanya masih dianggap sah 

berdasarkan rule of reason. hukan karena perjanjian tersebut secara wajar 

dianggah Sah1 namun karemt adanya beban pembuktian yang berat dan biaya 

yang bera.t yang harus ditanggung. 

2. Rule of reason mensyaratkan pengetahuan toori ekonomi dan sejumlah data 

ekonomi yang kompleks, guna menghasilkan keputusan yang rasional. dan 

syarat ini belum ten1u dapat d\penuhi oleh para pemutus dalam hukum 

persaingan. 88 

81R.S. Khcmani dan D.M. Saphiro, op. cil., hal. 66. 
n:A.M. Tri Anggraini, op. ci!., lml. 139-!41, 
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PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON 

DALAM UNDANG-UNDAJ'IIG NOM OR 5 TAHUN 1999 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan 

prak.tek monopoli dan persaingan usaha tidek sehat yang dituangkan dalam 3 

(tiga) kategori utama, yaitu: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan 

penyalahgunaan posisi dominan. PeJjanjian yang dilarang dijabarkan dalarn Pasal 

4 sarnpal dengan Pasal 16. Kegiatan yang dilarang dijabarkan dalarn Pasal 17 

sarnpai dengan Pasal 24. Penyalahgunaan posisi dominan dijabarkan dalam Pasal 

25 sampai dengan Pasal 29. 

Sebagalmana dikutip oleh Johnny Ibrahim dalarn bukunya Hukum 

Persaingan Usaha Fi1osofi, Teori, dan Implik.asi Penerapannya di Indonesia, 

Rarnbe Karnarul Zaman selaku ketua Pansus RUU Larnngan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaba Tidak Sehat dalarn pidato pengantarnya pada Sidang 

Paripuma DPR Rl menegaskan bahwa RUU tersebut mengatur larangan yang 

bersifat per se illegal dan rule of reason serta menggunakan instrumen kebijakan 

perilaku (behavioral)." 

Pendekatan rule of reason dalarn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dapat ditelusuri dari 3 (tiga) hal, yaitu: pertama dari tujuan pembentukan Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 1999, kedua dari rumusan masing-masing pasal yang 

89Johnny Ibrahim, op.cit., hal. 219-220. 
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dilarang, dan ketiga dB.ri tugas KPPU sclakll lcmbaga yang diberi wewenang oleh 

Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mcngawasi persaingan us:aha di 

Indonesia. 

A. Tujuan Pcmbcntukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Sebagaimana tercuntum daiam Pasal 3 Undang~Undang Nomor 5 Tahun 

1999, tujuan dari pembcmukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

untuk: 

l. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasionaJ 

sebagai salah satu upuya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

2. mewujudka.n iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha 

yang sehat sehingga meojmnin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 

sarna bagi pelaku usaha besar, pclaku usaha menengah, dan pelaku usaha 

kecil; 

3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha; 

4. terciptanya efektivitas dan efisicnsi dalam kcgiatan usaha. 

Sebagaimana halnyu dcngan hukutu persaingan di negara~negara lain, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak bertujuan melindungi 

persaingan usaha demi kepentingan pcrsaingan itu sendirL Tujuan dari Undang~ 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mencapai sistem persaingan usaha 

yang bebas dan adil, yang akan membcrikan l'uang gerak yang memadai bagi 

pelaku usaha di sernua tingkatan, hingga akhirnya akan dicapai kesejahteraan 

rakyat dan sistem ekonomi yang cfisicn, Dalam kondisi yang terakhir inilah akan 

dijumpai pelayanan konsumen dcngan cara ynng paling baik. mengingat proses 
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persaingan yang ada didalamnya akan mcmaksakan alokasi fnktor yang ekonomis 

dan efektif, penyc:suaian kapasitas produksi dcngan cara-cara yang menyesuaikan 

kepentingan konsumcn, ml.!njamin pcrtumbulmn ekonomi yang optimal, 

mendorong kemajuan lcknologi. mcndorong tingkat harga yang stabil. serta 

menyalurkan pernbagian pendapala:n atas dasar hasil usaha dalam pasar menurut 

produktivitas marginaL% 

Bagaimana tujuan-tujuan terschut dapat dicapai, akan sa.ngat bergantung 

pada interpretasi dan pcnerapmmya oleh KPPU~ mengingat beberapa tujuan 

pembentukan Undang-Undang Komor 5 Talmn 1999 tidak secara langsung 

memilild relevansi dengan tindakan pclaku usaha. Peraturan persaingan usaha 

agar dapat dilaksanakan dengan sccfisien mungkin dapat diinterpretasikan dengan 

penerapan rule of reason didalamnya, misalnya bagaimana perjanjian yang 

dilarang dalam penilaiannya harus memperhatikan kebijakan struktur atau 

kebijakan industri, dan kcbijakan-kebijakan yang berhubungan dengan 

ketenagakerjaan.'' 

Setidaknya dengan pcncrapan J·ule of reason akan diketahui benar manfaat 

ekonomi dan kebaikan suatu pcrilaku atau lindakan pelaku usaha terhadap 

persaingan di pasar bcrsangkutan tcrmasuk didalamnya terhadap masyarakat 

selaku konsumen. Jadi, apabila mcngacu pada tujuan pembentukannya, Undang-

Undang Nomor 5 Talmn 1999 lcbih menckankan pada penerapan rule of reason 

untuk mencapai efisicnsi ekonomi, efisicnsi dalam kegiatan usaha, dan menjaga 

kepentingan wnum. 

mlKnud l-lanscn el.all.. UudW!;.!·Umlanl! l.arangtm Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha TidakSehdl, (Jakarta; Kmalis, 20\ll), hal. 121. 

91 /bid, haL IHL 
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B. Rumusan Pasal-pasal Lnn1ng:m 

Dalam penjabarnn pasal-pasal mcngenai larangan praktek monopo1i dan 

persaingan usaha tidak sehat tcrscbut tidak ada satupun kalimat yang mengatur 

secara eksplisit mengenai per se illegal dan rule of reason. Meskipun tidak ada 

ketentuan yang secara cksplisit rnengenai per se illegal dan rule of reason, namun 

18 (delapan belas) pnsal diantara 26 (dua puluh enam) pasal larangan 

mencantumkan frase •·mengakibatkan terjadinya praktek monopo1i" atau 

"mengakibatkan terjadinya pcrsaingan usaha tidak sehat"" atau ''rnengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/at au pcrsaingan usaha tidak sehat". Pencantuman 

:frase ini setidaknya mengharuskan pcnerapan rule of reason, 

Dalam kategori pcrjanjian yang dilarang. terdapat 9 (sembilan) pasal yang 

mencantumkan frase "mengakibatkan terjadinya praktek monopoli" atau 

"mengakibatkan terjadinya pcrsaingan usaha tidak sehat" atau "mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan/atm1 pcrsuingan usaha tidak sehat". Pasal-pa.sal 

tersebut adalah: 

Pasal4 ayat (l) men genal oligopoli: 

"Pelaku usaha dilarang membuat pe1janjian dengan pelaku usaha lain 
unruk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi danlatau 
pemasaran barang danlalau jasa yang dapat mentmkibatkan reriadinva 
praklek monauolJ: dan/(lfau persaingan usaha lidak sehat." 

Pasal7 mengenai penetapun harga dibawah harga pasar: 

"Pelaku usaha di/arong mcmbual peJjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk mem!lapkan lmrga di bawah harga pasar, yang dapat 
mengakibalkan teriad}~1va persaingan usaha tidak sehat. '' 
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Pasal 8 mengenai pencwp~:~n harga jua\ kcmbali; 

''Pelaku uscsha c/iiarang memimala perjmy'ian dengan pelaku usaha lain 
yang memuat persyarown bah\1'(f penerima barang dan!atau jasa lidak 
akan menjua! alan JW:masok kembcr!i baNmg dan/at au yang diterimanya, 
dengan harga )'(mg lebih rendah daripada harga yang telah dipetjanjikan 
sehingga dapat mengakibatkan leriadinyg aersaingan usaha tidak sehat." 

Pasal 9 mengenai pembagian wilaya.h: 

"Pelaku u.mha diJarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bermjuan u111uk membagi wilayah pemasarcm atau lokasi 
pasar terhadap bamng dania/au jasa sehingga dapat mengalsibatkan 
teriadinya praktek monopoli danlatau persaingan usaha tidaksehat." 

Pasalll mengeruti kartel: 

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 
pesaingnya, yang bermaksud 1mluk mempenngaruhi harga dengan 
mengatur produksi dcm!atau pemasaran suatu barang danlatau jasa. yang 
dapat mengakibatkcm rerjadi~1va praktek monopali danlatau persaingan 
usaha tidak sehat. " 

Pasall2 mengenai trust: 

"Pelaku usaha dilarang membuat peJjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuk melakukan ketja sama dengan membentuk gabungan perusahaan 
atau perseroan yang lcbih besar, dengan tetap menjaga dan 
mempertahankan kelangsu11gan hidup masing~masing perusahaan atau 
perseroan anggotouya, yang ber!Ujuan untuk mengontrol produksi 
danlatau pemasarun mas bw·ang danlatau jasa, sehingga dapat 
mengakibatkan teriadinya nraktek monoaoli danlatau persaingan us.aha 
tidak sehat. " 

Pasall3 ayat (1) mcngcnai oligopsoni: 

"Pelaku usaha dilarang membuat pe1jcmjian dengan pelaku usaha lain 
yang bertujuan un!uk secara bersama-sama menguasai pembelian atau 
penerimaan pasokan c1gar dapat mengendalikan harga alas barangn 
danlatau jasa da/am pasar ber.mngkufan, yang dapat mengakibatlwn 
teriadinY.a praktek monopoli dan/at au persaingan usaha tidalc sehat." 

Pasal 14 mengenai integrasi vertikal: 
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"Pelaku usaha dilorang lllf.'mlmat pc;:fm!fhm dengan pelaku usaha lain 
yang bertujuao wunk mellgll<t,wi sejumlah prot!uk ycmg termasuk dalam 
rangkaian produksi baronp. dcmlatuu jasu rettenlu yang mana seliap 
rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses Janjutan, 
balk dalam saw rangkaian langsung mcmpun tidak langsung, yang dopat 
mengakibatkan reriocHnva pprsaingan usaha tidak sehat danlatau 
merugikan masvurakal, ·• 

Pasa116 mengenai perjanjian dengan pihak luar negeri: 

"Pelaku usaha dilarang memb11at petjanjian dengan pihak lain di /uar 
negeri yang memuat ketehfucm yang dapal mengakibatkan teriadinva 
oraktek monopa!i dan/auw oersaingan usaha lidak sehat." 

Dalam katcgori kcgiatan yang dilarang, tcrdapat 7 (!ujuh) pasal yang 

mencantumkan frase "mcngakiba!kan terjadinya pralctek monopolil' atau 

«mengakibatkan terjadinya pcrsaingan usaha tidak sehat" atau "mengakibatkan 

tetjadinya praktek monopoli dan/atm1 persaingan usaha tidak sebat". Pasal~pasal 

tersebut adalllh: 

Pasal17 ayat (1) mengenai monopoli: 

"Pelaku usaha dilarang me!akukan pengucrsaan atas produksi danlatau 
pemasaran barang danlarau jasa yang dapat mengakibatknn teriadinva 
praktek monopoli dqnlatau persaingan usaha tidak sehat." 

Pasal18 ayat (l) mengcnai monopsoni: 

"Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi 
pembeli tunggal alas barang dan/aJau jasa dalam pasar bersangkutan 
yang dapat mengakihatkcm teriadinva praktek monopoli danlatau 
persaingan usaha tidak selw!. " 

Pasal 19 mengenai penguasaan pasar; 

"Pelaku usaha di/anmg !llelakukan salu atau bfJberapa kegiatan, haik 
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 
leriadinya 12.raktek monopv!i danlaicm persaingan usaha tidak sehat 
berupa: 
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a. menolak dan!urw1 u1e~tglwlangi pe/aku usaha terlemu unluk 
melakukan kegmum usalw) aug sama pada pasar bersangkutan; atau 

b. menghalangi konwmen !/tau pefanggcm pelaku usaha pesaingnya 
untuk tidak melakukun lwbungan usaha dengan pelaku usaha 
pesaingnya ilu,' atau 

c. membatasf peredaran dan/atau penjrwlan barang dan/at au jasa pada 
pasar bersangkuum: awu 

d melakukan prcrktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. " 

Pasal20 mengenai tindakan j ual rugi: 

"Pelaku usaha dilarang melaku!wn pemasokan barang danlatau jasa 
dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat 
rendah dengan maksud unwk menyingkirkan a/au mematikan usaha 
pesaingnya di pasar yang bcrsangkutan sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopo!i dqnlatau persaingan usaha tidak sehal." 

Pasal21 mengenai kecurangan dalam menetapkan biaya: 

"Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan hiaya 
produksi dan biaya lainnya yang mery·adi bagian dart lwmponen harga 
barang danlatau jam yang dapal mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat. " 

Pasal 22 mengenai persekongkolnn tender: 

'"Pelaku usaha dilarang ber.sekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 
danlatau menentukcm pemenang tender sehingga dapal mengakibatkan 
terjadinya persaingan usa~w tidak ~w.:hat." 

Pasal23 mengenai persekongkolan untuk mcndHpatkan lnfonnasi: 

"Pelaku usaha di/arang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mendapatkan informasi kegialtm usaha pesaingnya yang diklasifikasikan 
sebagai rahasia pernwJman sehingga dapat mengakibatkan lerjadinya 
persaingan usaha Jidak selw[," 

DaJam kntegori penyalahgunaan posisi dominan, terdapat 2 (dua) pasal 

yang mencantumkan frasc "mengakibntkan tctjadinya praktek monopolij1 atau 

"rnengaklbatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" atau "'mengakibatkan 

Universitas Indonesia 

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH UI, 2008



43 

terjadinya praklek monopoli dan/atau pcrsni:1gnn usaha tidak sehat". Pasal-pasal 

tersebut adalah: 

l)asal 26 mengenai jabatan mngkap: 

"Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari 
suatu perusahaan, pada waknr yang bersamaan dilarang merangkap 
menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila 
perusahacm-perusalwcm tersebut: 
a. berada dalam pasar bersangkuJan yang soma; atau 

b. memiliki keterkuitan yang em/ dalam bidang danlatau jenis usaha; 
a tau 

c. secara bersama dapat menguasoi ptmgsa pasar barang danlatau jasa 
tertentu 

yang dapat mengakibatkan reriq~linva nraktek monopoli dan atau 
persaingcm usaha tidak sehat." 

Pasal 28 ayat (I) dan (2) mcngenai penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan: 

"(I) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan 
baadan usaha yang dapal mengakibatkan teriadinva eraktek monopoli 
danlatau persaingan usaha 1 idak sehat. 

(2) Pelaku usaha dilarang mefakukan pengambilalihan saham perusahaan 
lain apabi{a tindakan tersebur dapat mengakibatkan terjadinyg praktek 
mononoli danlatau versaingan usahalidak sehat." 

Praktek monopoli adulah pc:musatan kckuatan ekonomi oleh satu atau 

lebih pelaku usaha yang mcngakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran 

atas barang dan atau jasa tertcntu sehlngga mcnimbulkan persaingan usaha yang 

sehat dan dapat merugikan kepcnlingan urnum. Pcrnusatan kek:uatan ekonorni 

adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasur bcrsangkutan oleh satu atau lebih 

pclaku usaha sehingga dapat mencntukan harga barang dan/atau jasa.92 Untuk 

mengetahui satu pelaku usaha daput mencnlukan harga barang danlatau jasa 

~Indonesia, op" cit., ps. ! butir 3. 
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dibutuhkan data pcrgcrakun lmrga mas produk~produk yang ada di pasar 

bersangkutan selama kunm waktu yang ticlak singkat. Dari data ini diketahui 

bagaimana reaksi harga produk lain npabi!a produk satu peJaku usaha terjadi 

perubahan, apakah bcrlawanao a tau justru parnlcl 1nenglkutinya. Disinilah analisis 

ekonomi dibutuhkan untuk mcnguji kondisi tcrscbut. 

Persaingan usaha tidak scbat adaiab persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjala.nkan kegiatan produksi dan a tau pcmasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha!' 

Apabila mengacu pada makna praktck monopoli dan persaingan usaba 

yang menghambat persaing<m, maka c;:1kupan rule of reason dalam Undang­

Undang Nomor 5 Talmn 1999 lebih luas dibanding praktek di negara lain yang 

hanya menekankan pada anal isis dampnk terhndap persaingan, Rule of reason 

dalarn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seiain mencekup analisis darnpak 

terhadap persaingan yang terccm1in dari rumusan praktek monopoli, juga 

mencakup cara bersaing yang tidak sehat yang tcrcermin dari rumusan persaingan 

usaha tidak sehat yang telah didefinisikau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999. Jadi, dengan mengacu pada rumusan masing-masing pasallarangan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sctidaknya ada 18 (delapan) pa.>;al 

!arangan yang menghendaki penilainn secara rule of reason. 

Analisis dampak lerhadap pcrsaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 dapat dilakuknn dengan mcmbuktikan langsung bahwa dampak 

tersebut telah terjadi atau hanya cukup dengan potcnsi dampak yang akan muncul. 

9~/bid, ps, l butir 2 dun burir :5. 
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Hat ini dapat dilihat dari nnnusan yang mcnc;.:ntmnknn kata-kata "yang dapat 

mengakibatkanl' dan juga dabn) rumu:mn mcngcnai merger sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Kcicntuan mengenai merger tersebut 

secant jelas menyatakan bahwa merger yang clapat mcngakibatkan dampak negatif 

terhadap persaingan aka11 dilarang oleh Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tanpa harus mernbuktikan tcrlcbih telah tcrjadi dampak negatif terhadap 

persmngan. 

C. TugasKPPU 

Penelusuran lain mcngenai pendckatan rule of reason dalam Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari tugas KPPU selaku lembaga yang 

diberi wewenang untuk mefakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

diantaranya:94 

1. melakukan penilaian tcrhadap perjanjian yung dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli danialau gersaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur 

dalarn Pasal4 sampai dcngan Pasal16; 

2. melakukan penilalan tcrhadap kegiatan usaha danlatau tindakan peJaku usaha 

yang dapat mengakibalkan tcrjadinya praktek monopofi danlatau persaingan 

usaha tidak sehat scbagaimana diatur dalum Pasal 17 sampai dengan Pasa124; 

3. melakukan penilaian tcrhadap ada atnu tidak adanya penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan tcrjadlnva praktek monopoli dan/atau 

persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalan1 Pasal 25 sampai dengan 

Pasal28; 

941ndonesia, op. cil .. , ps. 35. 

Universitas tndonesia 

Pembuktian Pelanggaran..., Siswanto, FH UI, 2008



46 

Mencermati wgas KPPU di atas, sangat jc!a.s bahwa secara kcseluruhan 

Undang-Undang Nomoi' 5 Tahun 1999 mr:nghcndaki adanya pengujian telah 

terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha lidak. sehat dalam setiap 

penanganan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang tersebut. Apabila 

pengujian terjadinya praktek monopoli danlatau pcrsaingan usaha tidak sehat ini 

dianggap sebagai pencrapan rule of reason, maka sccara umurn Undang~Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 menghendaki penerapa:n rule of reason dalam setiap 

penanganan perkara persaingan usaha. 
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PENERAPAN RULE OF REASON 

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 06/KPPU-L/2004, 

NOMOR 02/KPPU-Lf2005, DAN NOM OR 07fKPPU-Lf2007 

A. Putusan Perkara Nomor 06fKPPU-Lf2004 

Perkara ini berawal dari suatu la:poran masyarakat yang pada pokoknya 

mela:porkan bahwa PT Arta Boga Cemerlang (dalam hal ini disebut Terlapor) 

diduga telab melakukan peri!aku anti persaingan dalarn program promosi baterai 

merck ABC, yang bertitel "Program Geser Kompetitor" selama bulan Maret- Juni 

2004. Perilaku uu diduga mengakibatkan terharnbatnya salab satu pesaing 

Terlapor yaitu PT Panasonic Gobel Indonesia dalarn memasarkan produk 

baterainya yang bermerek Panasonic di beberapa wilayab di Indonesia. Atas 

peri!aku tersebut Terlapor diduga melanggar Pasal 15 ayat (3) hurufb, Pasal 19 

huruf a dan huruf b, serta Pasa125 ayat (I) huruf ajo. ayat (2) huruf a Undang­

Undang Nomor 5 Tabun 1999." 

95Pasal 15 ayat {3) huruf b mengenai perjanjian tertutup yang selengkapnya berbunyi: 
"Pelaku usaha difarang membuat perjanjian mengcnai harga a/au poumgan harga tertenm alas 
barang dan atau jasa, yang memuat persyaralan bahwa pelaJ& u:;aha yang menerima barang dan 
a/au jast1 dari pelaku us aha pemosak tidak akan membeli barrmg dan atou jasa ;ycmg soma Qfau 
sejem':J dari pelaku us aha fain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok " 
Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar dengan menghalangi pesaing dan menghalangi 
konsumen pesaing, yang selengkapnya berbunyi: "Pelaku usaha di/arang melakukan satu atau 
beberapa kegialan, baik sendiri maupun bersama pe/aku usaha lain, yang dapaf mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa"" (a) menolak dan aJau 
menghalangi pelaku usaha lertenlu rmtuk melakt•kan kegiatan usaha yang sama pada pasar 
berscmgkruan, a/(1j~ (b) menghalangi kmsumen atau pefanggan pelaku usaha pesaingnya rmtuk 
tidok melakukon hubungan usoha dcngan pelaku usaha pesaingnya itu." 
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Pada bulan Maret 2004 ada informasi hahwa Terlapor sedang melakukan 

program yang bernmna "Program Gcscr Kompctilor" (PGK), dimana isi dari 

program tersebut ada!ab scbogai berikut: 

a. Program Pajang dcngan mendapatktm potongan tambahan 2%, dengan 

ketentuan sebagai bcrikut; 

Toko rnempunyai space!ruang p«Jfmg batcrai ABC dengan ukuran 

minimal 0,5 x 1 meter; 

Toko bersedia memajang baterai ABC; 

dan Toko bersedia memasang POS (material promosi) ABC. 

b, Komitmen toko untuk tida:k menjual batemi Panasonic yang merupakan 

produk dari Panasonic dimana kemudian toko tersebut bisa mendapatkan 

potongan tambahan 2% dengan ketentuan sebagaimana berikut: 

Toko yang scbelumnya menjual produk dari baterai Panasonic. mulai 

bulan Maret sudah tidak boleh dijuallagi; 

Toko terse but hanya boleh meJ~ual produk dar! baterai ABC. 

Akihat dari adanya Program Gescr Kompclitor tersebut, beberdpa toko-

toko grosir/semi grosir di pasar tradisonil di wilayah Jawa dan Bali diikat oleh 

ABC dengan pembcrian potongan harga sebesar 2% jika bersedia memajang 

produk baterai ABC dan 2% lagi jika berscdia untuk tidak menjual baterai 

Pasal 2.5 ayat (j} huruf ;t jo. ayat (2) huruf a mcngenal pcoyaluhgunaan posisi dominan yang 
seJengkapnya berbunyi: "(/} Pelaku usaha dilamng mt:nggwurkan posisi dominan baik secora 
larrgsung maupun ridak langsung unwk menetapkan syaJ·aklyaraf perdagangan dehgan tujuan 
untuk mencegah da11 arau mertglwfangi konsumen nh.!llrperoleh barang dan atau jasa yang 
bersaing, baik dari ~·egi lwrga maupun kuatifas. (2) Ptthrku usaha memiliki posisi daminan 
sebagaimana tlimaksml ayar (I) apabila S(ltlf pelalw us:alta atau sof11 kelompok pelaku usaha 
mengmuai 50% (lima pnluh persen) atau lebih pungw pasar satu jenfs borang a/au jasa 
tarrentu. " 
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Panasonic. Potongan barga dibcrikan sclarna pcriodc berlangsungnya Program 

Oeser Kornpetitor. 

Setelah melakukan pcmeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, 

Majelis Komisi sampai pad a kesimpulan akhir ball\va Terlapor terbukti secara sah 

dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a, dan Pasal 

25 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Selain itu, MajeHs Komisi juga menyimpulkan bahwa Terlapor tidak terhukti 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasall9 hurufb Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999. 

Penerapan rule of reason daiam perkara ini dapat dilihat dari penilaian 

pemenuhan unsur Pasai 19 huruf a yang mcnsyaratkan adanya akibat berupa 

teijadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Majelis 

Komisi dalam hal ini mempertimbangkan pcmenuhan beberapa unsur Pasal 19 

huruf a. yaitu: unsur pclaku usaha, melakukan satu atau beberapa kegiatan baik 

sendiri~sendiri maupun bersama pelaku usaha Jain, menolak dan atau menghalangi 

pelaku usaha tertenlu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan, dan unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak schat. Unsur yang terakhir inilah yang dapat 

dUihat sebagai rule o.freason dahun perkara ini. 

Dalam mendefinisikan pasar produk scbagai bagian dati pasar 

bersangkutan, Majelis Komisi diantaranya mcmpertimbangkan hai~hal sehagai 

berikut:96 

------··-
96Putusan Nomor 06/KPPU-U2004, hal. &-10. 
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"Bahwa Ter/apor telah nu.mgklas{fi!wsikan ptoduk baterai yang 
dipasarkaml)'tl ,\r:dmikitm rupa sehingga masing-masing tipe dan kualitas 
awu l-l1GI'IW baierai memiliki pesaingnya musing-uwsing dan antara tipe 
atau kualitas boterai yang sa111 lidak bersaing dengan tipe atau kualitas 
baterai yang lain 

Bahwa dilihat duri sisi permintaan, konsumen memandang setiap jenis 
dari produk baferai memiliki karakterislik atau fungsi dan harga yang 
berbeda sehingga seliap jernS baterai tersebut memiliki pasarnya masing­
masing dimana antara satu jenis baterai dengan jenis baterai yang lain 
tidak dapat sating menggantikcm (substiwtable) a/au saiing diperlukarkan 
(interchangeab!ej. 

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XI! yang metupakan Sale 1\.fanager 
Terlapor, pembeli baterai biru tidak akan beralih ke baterai yang lainjika 
baterai biru lidak tersedia. 

Bahwa Pelopor menyampaikan dugaan tenlelng adanya Program Geser 
Kompetifor yang dilakukan oleh Terlapor yang dilujukan lerhadap baterai 
Panasonic. khuswmya unluk item single pack AA." 

Pertimbangan Majclis Komisi dalam mendefinisikan pasar geografis sebagai 

bagian dari pasar bersangkutan diantaranya adalah:97 

"Bahwa berdasarkan dokumen rekap omset batu baterai, Terlapor 
membagi lvilayah pemasarannya yang terdiri dari Banten. DKI, jawa 
Barat, Jawa Tengalt, Jawa Timur, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. 

Bahwa berdasarkan hasil penyelidilwn lapangan, Program Geser 
Kompetilor tidak ditemukan di ·wilayah Kalimantan dan Sulawesi. 

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikcm lapangan dan pemeriksaan, 
Program Geser Kompetitor ditemukan di sejumlah grosir dan semi gorsir 
tradisional di wilayah Jmva dan Bali wilayah mana pemasaran atau 
dtstribusi produk batcrai ABC dikontrollangsung oleh Terlapor." 

Mencermati pertlmbangan Majelis Komisi dalam mendefinisikan pasar 

bersangkutan di atas, dap.at dHthat bahwa Majclis Komisi telah mencoba 

mengadopsi anaHsis ekonomi untuk mendefinisikan pasar bersangkutan. Analisis 

terhadap keterangan dari beberapa pihak diamaranya Terlapor, Panasonici dan 

beberapa saksi lainnya juga menguatkan kesimpulan Majelis Komisi, sehingga 

91Putusan Nomcw06/KPPU-U2004, hal, !O"I I. 
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pada akhirnya Terlapur tidak mcnyanggah alas pcndc11nisian pasar bersangkutan 

tersebut. Sayangnya analisis ckonomi 1crscbu1 masih belum menyajikan data 

empirls mengenal pcrgerakan pcnuintaan pada :mal tcrjadi perubahan harga atas 

beberapa barang yang bisa dianggap substitusi. 

Selanjutnya dalam menguraikan unsur yang dapat mengaldbatkan 

tetjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Majelis 

Komisi mempertimbangkan 3 (tiga) dampak adanya Program Geser Kompetitor 

yang dilakukan oleh Terlapor, yaitu: mengakibatkan tersingkimya atau setidak~ 

tidaknya mempersulit pesaing untuk rnelakukan kegiatan usahanya di pasar 

bersangkutan yang sama, mengakibaikan pcnurunan volume penjualan baterai 

manganese Panasonic, dan mengurangi tingkat perwingan di pasar bersangk.utan. 

Dampak pertama yaitu mengakibatkan tcrsingkimya atau setidak~tidaknya 

mempersulit pesaing untuk melakukan kegiatan usabanya di pasar bersangkutan 

yang sama. Pertimbangan Majelis Komisi dalam mcnilai darnpak pertama ini 

adalah sebagai berikut:98 

"Bahwa Program Geser KompetiJOr secara langsung dapat 
mengakibatlwn pclaku usalw pesaiug Terlapor, da/am perkara ini PT 
Panasonic Gobel Indonesia, tersingkir (excluded) atau selidak-tidaknya 
mempersulit PT Pansonic Gobel Indonesia untuk melaksanakan kegiatan 
usahanya di pasar dan secara Jidak langsung mcmberi signal yang sama 
bagi para pesaing Ter!apor Iainnya seNa nu.mgakibatkan berkurangnya 
opsi konsumen terhadap produk yang bersaing di pasar bersangkutan 
sam a, 

Bahwa tindakmt uutuk menyingkirkan (exclusionary) PT Panasonic Gobel 
Indonesia dari pasar atau setidak-tidaknya mempetsulit PT Pansonic 
Gobel Indonesia WJtuk melaksanalrrm kegialan usahanya di pasar 
dUakukan 'J'er/apor melalui pelakmnaan Program Geser Kompetitor, 
karena Program Geser Kompetilor mcrupakan perjanjian terlutup 
(exclusive dealing) yang s?fa/Uya menyingkirkan produk baterai 
Panasonic milik PT Panasonic Gobel Indonesia dari grosir dan semi 

9Sputusan Nomor iJ6/KPPUwU2004, huL 33-35. 
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grosir cuou .1·etiduk-ridaknya mempersulil pendistribusian baterai 
Panasomc di g,rosir t!an semi gmsir. 

Bahwa Program Geser Kompetitor dida!am pe;janjit.nmya pada pokoknya 
mempe1jmy'ikon bahwa loko s;rusir dan s<!mi grosir akan mendapatkan 
diskon tambuhan sebe.wr 2% (dna persen) apabila lolro grosir dan semi 
grosir ber.wmgkutan tidak merifual balerai Panasonic pada periode 
Program yailu bulan A1aret hingga Agustus 200-1. 
Bahwa pembuatan pe1janjian ekskfusif biascmya melibatkan penggunaan 
kekuatan ekonomi attm kekuatan dominan atau kekuatan monopoli dari 
pelaku usaha yang memiliki intensi unluk memaksakan adanya perjanjian 
eksklusiflersebul. (Ernest Gel/horn, 1986). 0/eh karenanya pelaku usaha 
(sebagai pemasok maupun pembeli) yang memlliki posisi dominan rent an 
memiliki polensi unluk menyalahgunakan posisi dominannya untuk 
memak.rakan suatu petjanjlan eksklusif. 

Bahwa sebagaimana penjelas(m mengenal posisi Terlapor di dalam pasar 
bersangkwan di mas, Terlapor memiliki posisi dominan di dalam pasar 
bersangkulan sehingga secara logika ekonomi memiiiki kekuatan untuk 
menyalahgunakan posisi daminannya demi memaksakan petjanjian 
tertutup dalam kerangka Program Geser Kompetitor." 

Dampak kedua yaitu penumnan volume penjualan baterai manganese 

Panasonic. Pertimbangan Majelis Komisi dalam ml.':nilai dampak kedua ini ada:lah 

sebagai berikut:99 

"Bahwa dari hasil perbandingan trend penjualan batarai manganese M 
Blue Panasonic dan R-6 Biru ABC, parsentase kenaikan volume penjualan 
baterai Panasonic sejak tahun 2000 sampai !alum 2003 seialu lebih tinggi 
dari batemi ABC kacuali wt!uk !alum 200-t Namun pada tahun 2004, 
Baterai ABC mengctlami kenaikan sebesar 9% sedangkatr baterai 
Panasonic mengalami penurunan sebesar 26%. 

Bahwa hasii analisa perbandingan volume peJ?fualan baterai manganese 
AA Blue Panasonic berdasarkun dokumen peJy·ualan baterai manganese 
AA Blue puda saat bedakunya Program Geser Kompetitor sejak Maret 
2004 sampai dengan Agustus 2004 dengan Jviaret 2003 smnpai dengan 
Aguslus 2003 untuk wit ayah Jawa dan Bali mengalmni penurunan sebesar 
32% ... 
8ahwa hasi! ana/isis perbandingan volume penjualcm baterai manganese 
AA Blue Pana:wmic berdasarkan dokwnen penjualan baterai manganese 
AA Blue umuk perfode Maret 2003 sampai dengan Agustus 2003 dengan 
Maret 2001 sampai dengan Agustus 2002 unruk wilayah Jawa dan Bali 
mengalami kenaikan sebesw· 3./9%., 

99Putusan Nomor 06JKPPU-U2004, hal. 35-42. 
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Bahwa hasil analisa pcrbandingan mlwne penjuahm baterai manganese 
R·6 Biru .-IB( · herdasarkcm dokwm:u pe;y"uolun halercli manganese R-6 
Biru pada saar berlakunya Program Geser Kompetitor sejak .Nfaref 2004 
sampai dengan Agusl!ls 200-1 dengan ;\.fare! 1003 :wmpaf dengan Agustus 
2003 untuk wi!ayah Jmva dan Btdi mengalamf penunman sebesar :f% ... 

Bahwa lwsil ti!J{I/isis perbam:lingan di at as, persentase penurunan volume 
penjualan baterai A1anganese AA Blue Panasonic periode Maret sampai 
dengan Agusws 2004 dibandingkan dengan Maret sampai dengan Agustus 
2003 lebih besar dibandingkan dengan baterai ABC yaitu 32% 
dibandingkan dengan 4%. 

Bahwa hasil analisis perbandingan di alas, persentose kenaikan volume 
penjualan balertli A1anganese AA Blue Panasonic perfode Maret sampai 
dengan Agustus 2003 dibandingkan dengan ;\1aret sampai dengan Agustus 
2002 lebih besar dibandingkan dengan baterai ABC yaitu 349% 
dihandingkan dengcm 14%. 

Bahwa dampak Program Geser Kompelitor terhadap volume penjua/an 
baterai Manganese R·6 Biru ABC mengakibatkan terjadinya kenaikan 
volume penjualan halerai ABC te,webut. 
Bahwa volume penjualan baterai manganese R-6 Biru ABC pada periode 
April 2004 mengalami penurunan lerhadap Maret 2004 namun sangal 
tidak sign(fikcm yailu hanya 13.6% hila dibandingkun penurunan baterai 
Panasonic ;'v/anganese AA blue perioda yang sama. 

Bahwa penunman volume penjualan baterai manganese R-6 Biru ABC 
sebagaimana tersebut di atas, semakin membaik dan terus memulih 
sampai pada puncaknya yaifu te1iadinyu kenaikan WJ!ume penjualan 
bulan Juni 2004 yang sangal signifikan (memotong grafik penjualan 2003) 
dan bcr/wsil melampazti volume penjualan balerai ABC pada periode 
yang sama unluk rahun 2003. 

Bahwa volwne ptny'tf(J/an baterai manganese ABC R-6 Biru memili'ki 
kecenderungan (!rend) semakin naik secara runut waktu (time series) 
pada bulan ,\1/ei sampai Oklober 2004 (walaupun fluktuatif) dan volume 
penjualan balemi ABC selalu di alas volume pe;y"ualan baterai ABC untuk 
tahun 1003 pada periode yung sama." 

Darnpak terakhir yailu tindakan Terlapor melalui PGK berpotensi 

mengurangi tingkat pcrsaingan di pasar bersangkutan.. Pcrtimbangan Majelis 

Komisi dalam mcnilai dampak ketiga ini adalah sebagai bcrikut: 100 

"Bahwa Program Geser Kompelitor pada pokoknya melaksanakan upaya 
untuk menyingkitkan (excluding) PT Panasonic Gobel Indonesia dari 
pasar bersangkutan. 

100Putusan Nomor 06JKPPU-U2004, haL 42-43. 
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Bahwa J'rogrt.1m Gt·ser Kompr:titor yang dilakvonakan oleh Terlapor 
daptu mcnimbulkan paubalwn )lfutg subsumsial ferhadap kondisi s1ruk1ur 
persaingan pada pamr bersangkutan apabila PT Panasonic Gobel 
Indonesia sebagai pesaing signUikan Terlapor keluar dari pasar akibat 
adanya Pmgram Ge.ser Kompetifor terse bur. 
Bahwa kcltwmya PT Punasonic Gobel Indonesia berarri tidak ada lagl 
pesaing yang signifikan, menyebabkan Terlapor dalam menetapkan harga 
jual prmfuk bnterainya akan di atas ha1·ga yang kompetilif 

Bahwa Program Geser Kompetilor yang diluksanakan o/eh Terlapar juga 
dapat menjadi sirtyai berup(l ancwnan (threat) bagi pe/aku usaha lain di 
pasar bersangkutan. 

Bahwa peri/aku Ter/(lpor yang mengakihatkan tersingkirnya produk 
baterai Panasonic ini puda akhirnya akan mengurangi lingkat persaingan 
di pasar bersangkutan. " 

Mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai 

terjadinya dampak persaingan di atas, terlihat bahwa Majelis Komisi telah 

mengadopsi analisis ekonomi dalam pertimbangannya dengan menyajikan data 

ernpiris yang menggambarkan terjadinya hambatan pcrsaingan. Data dimaksud 

adalah data penurunan penjualan yang dialami olch salah satu pesaing Terlapor 

yaitu PT Panasonic Gobel Indonesia sclama Program Oeser Kompetitor 

dijalankan. Data tcrsebut memang dibantah oleh Terlapor yang menyatakan 

bahwa penurunan penjualan PT Panasonic Gobel Indonesia bukan sebagai akibat 

dari tindakan yang dilakukannya. nanlUn ketcrangan dari beberapa saksi 

menguatkan data penurunan tcrsebut benar (lkibat dar! tindakan Program Geser 

Kompetitor yang dilakukan oleh Terlapor. Penyajian data cmpiris yang disertai 

dengan analisis didatamnya tcleh menggmnbarkan upaya Yl.ajelis Komisi untuk 

mempertimbangkan aspck ekonomi dan aspek hukum secara berimbang. 

Pertimbangan dalam mcnguraikan dampak tain bcmpa tersingkimya atau setidak~ 

tidaknya mempersulit pesaing dan potensi bcrkun:u1gnya tingkat persaingan yang 

mengakibatkan bcrkurangnya pilihan bagi konsumcn lcbih mencerminkan analisis 
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substansi suatu tindakan dal~im pandangan teori u:mnn:1.yn atau cerminan dari 

analisis substansi yang mcnyandingkannya dcngan pmktck yang lazim di negara 

lain. 

Secara umum dapat dilihat bahwa Majelis Komisi dalam perkara ini 

menilai dampak tcrhadap pcrsaingan scbagai bentuk rule of reason dengan 

menekankan pada substansi dari persaingan. usaha tidak sehat itu sendiri tanpa 

menjabarkan kesesuainnya dengan definisi persaingan usaha tidak sehat dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kctiga dampak yang ditimbulkan tersebut 

mencermink.an cara-cara bersaing yang dilakukan oleh PT Arta Boga Cemerlang 

sebagai cara yang menghambat atau mengurangi pcrsaingan yang pada akhirnya 

nanti akan dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi pHihan bagi 

konslllilen baik kualitas maupun harga produk baterai, 

Terhadap pclanggaran yang telah dibuktikan di atas, Majelis Komisi 

menjatuhkan sanksi berupa: 101 

"Membatalkan Plujanjian Geser Kompetitor yang dibual oleh Terlapor 
dengan toko grosir dan semi grosir. 

Memerintahkan Terlapor untuk menghentlkan dan tidak mengu/ang 
kembali kegfalan promosi berupa Program Geser Kompetilor atau bentuk 
lain yang sejenis." 

B. Putusan Perkara i\omor 02/KPPU-L/2005 

Perkara ini bcrawa[ daro suatu laporan masyarakat yang pada pokoknya 

melaporkan bahwa PT Carrefour Indonesia (dalam hal ini Terlapor) diduga 

melakukan persaingan usaha tidak sehat dcngan cma mcnerapkan syarat-syarat 

perdagangan (trading terms) yang memberatkan. para pemasok daiam rangka 

101Puwsan Komor 06/KPPU-L/2004, hal. 56-57. 
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bersaing dengan pdaku tL'IJ.ha lain dalam pasar modern sepcrti Giant, Hero, 

Hypennart, dan Clubslorc. Synrat-syarat perdagangan tersebut diduga 

menghambat para pcmasok dan pesaing Tcrlapor dalam mcnjalankan usahanya. 

Atas perilaku alau tindakan tcrscbut Terlapor diduga melanggar Pasal Pasal 19 

huruf a dan huruf b, serw Pasal 25 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1 999w2 

Syarat~syarat perdagangan (trading terms) yang dianggap memberatkan 

para pemasok tcrsebut an tara lain memuat ketentuan mengenai listing foe. minus 

margin) fiXed rebate, pembayaran (terms of payment), regular discount, common 

assortment aost, opening cost/new store, penalty. Biaya syar:at~syarat perdaga.ngan 

tersebut rata-rata mencapai 20% dari nilai pcnjualan produk rnasing-masing 

pemasok. 

Setelah melak:ukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan Ianjutan, 

Majelis Kornisi sampai pada kesimpulan bahv..-a Terlapor tcrbukti melanggar Pasal 

19 huruf a, Scbaliknya Majelis Komisi tidak: menemukan bukti adanya 

pelanggaran Pasal 19 huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 5 Talmn 1999. 

161Pasal 19 huwf a dan b mengenai penguasann pasar dcng.an menghalangi pesaing dan 
menghalangi konsu01GI\ pesaing, yang selengkapnya berbunyi: ''Pcla!w usaha dilarang melakuktm 
$QIU alau beberapa kr:.giaran, haik sendiri ltwuprm her:.ama pel(Jku u.salta !Qin, y(Jng ti"pat 
mengakibalkan teriadinya prakwk monopoli dan a/au pcrsaingan u.mha tidal!. seha.t berupa: (a) 
menolak dan a/aumen_o;halangi pelaku usa!ta terlwlu 1111Wk melak11kan kcgiatan usahayang sama 
pada pasar bers.angkutatt' a1m1 (b) menghalangi kons1mum atau pelanggan pelaku usaha 
pesaingrrya untuk tidak melafmkunlmbunganusaha dcngan pelaku usaha pesaingnyo flu." 

Pasar 2.5 ayat (1) huruf a mcngcnni penyalabgunaun posisi dominan yang seicngkapnya berbunyl: 
"Pelaku usaha dilarang menggunakan p(H'I'si dominau baik secam lang.sung maupun tidak 
langsung umuk menewpkan sy<wal-.\yaral penlagcmgan dengan ttifuaJI umuk mencegah dan atau 
menghalangi kon:;umen memperoleh barang dan atau jnsa yang berxafng. baik dari segi harga 
maupun lcualifas. " 
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Penerapan rule of reason dalam pcrkara ini dapm dilihat dari penilaian 

pemenuhan unsur Pasal J I) huruf a yang mcnsymatkan adanya akibat berupa 

terjadinya praktek 111onopoli dan atatt persuingan usaha tidak sehat. Majelis 

Komisi dalam hal ini mempcrtimbangkan pemcnuhan bebcrapa unsur Pasal 19 

huruf a, yaitu: unsur pclaku usaha, unsur kegiatan menghalangi pelaku usaha 

tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, 

unsur pasar bersangkutan, unsur persaingan usaha tidak sehat. Uns.ur yang terakhir 

inllah yang dapat dilihat scbagai rule of reason dalam perkara ini. 

Dalam mendefinisikan para pesaing di dalam pasar bersangkutan, Majelis 

Komisi diantaranya mempcrthnbangkan hal-hal sebagai berikut: 103 

"Bahwa pcrsar tradisional dan pasar modern tidak bersaing secara 
langsung karena memiliki karakletislik yang berbeda dilihat dari sistem 
penjualan produk yang lerletak di salu tempat atau beberapa tempat, 
dapa! tidaknya konsumen menawar harga produk yang akan dibeli, ada 
tidaknya label harga, dapal fidaknya konsumen memilih sendiri produk 
yang akan dibeli dan kenyamanan berbeltuija. 

Bahwa pasar modern dikelompokkan menjadi 3 {tiga) kelompok, yailu 
minimarket, .vupermarkc! dan hypermarket. 

Bahwa keliga ke!ompok pasar modern Jersebut Jidak bersaing secara 
langsung smu sama lain dilihat dari jumlah item produk yang dijual, luas 
bangunan gerail!oko dan jwnlah mesin cash register. 

Bahwa secora k!msus kemampuan bersaing masing-masing ketiga 
kelompok pasar modem rersebut betbed(l-beda berdasarkan karakieristik 
bisnis dan segmemasi konswnen Karakteristik bi:mis dimaksud antara 
lain berkaitan denganprice strategy, pola dfstribusi, kemampuan 
permodalan dan polo luveslasi, Sedangkan segmentasi konsumen yang 
dimaksud adalah berkaitan dengan polcr belanja harian, mingguan dan 
bulanan 
Bahwa masing-masing kelompok pasar modern memiliki konsumen 
masing~musing, sehingga ticlak mempengaruhi beralilmya lamsumen dari 
salu kelompok pasar modern ke kelompok pasar modern yang lain. 
Bahwa AC Nielsen mengelompukan brand store yang lermasuk dalam 
kategori hypermarket, yairu: Terlapor, Makro, Giant, Hypermart, Alfa dan 
Clubstore. 
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Bahwa /vJakm bukua mcrupakan pe:wing iangsung dari Terlapor karena 
Makro menjtwl produknyo secara grosir. bukan secara eceran. Selain ifu 
konswnen J1akro merupakan jJeritel scdangkan konsumen Terlapor 
merupakan konsumen akhir. 

Bahwa Alftt bukan merupukan pesaing langsung dari Terlapor karena 
Alfa memiliki dua konsep yaitu. konsep toko gudang rabat dan konsep 
supermarkel yang keduonya lidak bersafng secara langsung dengan 
lronsep hypermarkel. " 

Hampir mirip dcngan putusan sebclumnya, Majelis Komisi da1am Putusan 

Perkara Nomor: 02/KPPU~L/2005 juga belum mcnyajikan analisis ekonomi yang 

menggambarkan bahwa produk yang dijual oleh Terlapor bukan merupakan 

substitusi dari produk yang dijual oleh pasar modem, supermarket, minimarket, 

dan pasar tradisional. Untuk kategori pasar tradisional, mungldn alasan yang 

disajikan Majelis Komisi akan dapnt dipahami, karena perbedaan yang mencolok 

dari sistem penjualan, display produk, dan kenyamanan konsumen dalam 

berbelanja memang jauh berbcda antara pasar tradisional dan pasar moderen. 

Namun untuk kategori supennarkct dengan hypcrmarkct, mungkin alasan yang 

dikemukakan oieh Majclis Komisi masih dipertanyakan, mengingat alasan yang 

disajikan merupa.knn argumcntasi yang lcbih menekankan pada konsepsi dan 

strategi dari pemasaran, bukan anal isis ekonomi yang menggambarkan pergerakan 

konsumen sebagai akib.at dari pcrgeraknn harga yang lerjadi. Majelis Kornisi 

daiam perkara ini sepcrtinya masih lebih mempertimbangkan pada pendapat 

berbagai pihak, balk Tcrlapor, saksi pelaku usaha lainnya (seperti Makro, Alfa , 

Hypennart, dsb). d.:m lcmbaga survey lndependcn, umuk kemudian diambil 

kesimpulan secara wnum. 

Dalam mcngmaikan unsur persaingan usaha tidak sehat, Majelis Komisi 

mempertimbangkan pencrapan persyaratan minus margin yang dilakukan Terlapor 
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terhadap para pcmasok d~1lnt11 rangka menghadapi persaingan di pasar ritel 

modem. Pertimbangan ivlujcli!i Komisi terlmdap persyaratan minus margin 1m 

dapat dijelaskan sebagai bcrikut: tw 

"Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah persaingan 
antara Terlapor dengon pesaing Ter!apor dalam memasarkan product 
market di pu.•;m· bersangkutan 

Bahwa pesaing Terlapor di pasar bersangkutcm adalah Giant, Hypermart 
dan Clubs/ore, 

Bahwa dalam rangka menghadapi persaingan di posar bersangkutan, 
masing-masing petite/ modern menerapkan strategi pemasaran untuk 
menarik kansumen dengan cara memberikan harga yang termurah. 

Bahwa kebi.fakan datum menentukan Jwrga jual produk ke konsumen 
merupakan weweuang masing~masing petite! modern 

Bahwa pemasok bukan sebagai pihak yang menentukan hargajual produk 
ke konsumen telapi pemasok hanya dapat mempengaruhi peritel modern 
dalam menentukan horga jual dengan cara memberikan recommended 
selling price. 
Bahwa disamping strategi harga, peritel modern juga horus menjaga 
kelengkapan jenis produk yang dijual di gerainya sebagai daya tarik bagi 
konsumen untuk berbelanja. 

Bahwa konsumen dalam metnilih tempat berbelanja di pasar bersangkutan 
sangat mempertimbangkan harga yang murah dan kelengkapan jenis 
produk 

Bahwa penerapan persyaralan minus ma,.gin oleh Terlapor adalah dalam 
rangka menghadapi persaingan di pasar bersangkutan. 

Bahwa penerapan per!lyaratan minus margin adalah upaya Terlapor agar 
harga jual pesoing Terlapor tfdak /ebih murah dibandingkan dengan 
harga jua!Terlapor di pasar bersangkutan. 

Bahwa penempan persyaratan minus margin oleh Ter/apor 
mengakibatkan berkul'angnya item produk dl gerai pesaing Tcrlapor 
mengakibatkan bet'kurangnya daya saing pesaing Terlapor di pasar 
bersangkutan. 

Bahwa penerapcm persyaratan minus margin oleh Terlapor juga 
mengakibarkan harga jual produk Ter{apor dijadikan sebagai pedoman 
harga bagi pemasok sehingga pesaing Terlapor tidak bebas untuk 
menentukan harga jual yang lebih bersaing kepada konsumen di pasar 
bersangkuwn. ·· 

1o..Putusan ;-.lomor 01fKPPU-Ll2005, hul. 82-84. 
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Mencermati uraian dan penilaian Majclis Komisi dimas, tarnpak bahwa 

kesimpulan telah terjadinyu pcr::>aingan usaha tidak schat masih didasarkan pada 

analisis atas esensi suatu pcrHaku atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha 

(dalam hal ini Terlapor). Bcrbngai pendapat dan keterangan dari Terlapor dan 

beberapa saksl dirangkum untuk akbimya diambil suatu kesimpulan. Sayangnya 

analisis ini belum discrtni dcngan analisis atas data empiris seperti data 

pergercl.kan permintaan atau penurunan pasokan yang dialami oleh pesaing 

Terlapor pada saat pcrs)rmntan minus margin diterapkan oleh Terlapor. Majelis 

Komisi dalam hal ini sepcrtinya lebih menekankan pada penilaian terhadap cara 

bersaing Terlapor yang menghambat persalngan yang dalam jangka panjang atau 

pada saat yang akan dalang akan dapat berdampak pada kerugiun konsumen. 

Secara umum dapat dilihat bahwa Majelis Komisi dafarn perkara ini 

menilai dampak terhadap persningan sebagai bentuk rule of reason dengan 

berusaha menjabarkannya sesuai dengan definisi persaingan usaha tidak sehat 

dalmn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pcnerapan minus margin dinilai 

sebagai perilaku atau tinduh:an yang berpotensi mcngbambat pcrsaingan usaha 

di pasar ritel moderen yang pada akhirnya nanti akan mcngurangi pilihan 

konsumen baik kualitas ntm:pun barga pmduk. 

Terharlap pelanggaran yang tclah dibuktikan di atas, Majelis Kornisi 

rnenjatuhkan sanksi berupa: 105 

";\femerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan kegiatan 
pengenaan persyamtcm minus margin kepada pemasok. 

Menghukum Terlapar membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu 
mitior lima rains .futa Rupiah) yang harus diselorkan ke Kas Negara 
sebagai setoran pe11erimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan 

105Putusan NomormtKPPU-L/2005, hal. 89. 
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Direkforat Jenderul ?crbendalwraan Kanwr Pelayamm Perbendaharaan 
Negara (KPPN; Ju!wrta I yang beralwnal di Jf_ Jr. H. luanda No 19, 
Jakana Pusclf me!afui Bank Pemr:rinfah den gem kode penerimaan J 212. " 

C. Putusan Pcrkara Nomor 07/KPPl.:-L/2007 

Perkara ini mcrupakan perkara laporan dari masyarakat yang pada 

pokoknya melaporkan bahwa kelompok usaha Temasek memiliki saham 

mayoritas pada 2 (dua) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalarn bidang 

yang sama pada pasar bcrsangkutan yang sama yaim PT Telekomunikasi Selular 

dan PT Indosat, Tbk., schingga kelompok usaha Temasek diduga melanggar Pasal 

27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.106 Selain itu laporan juga menyebutkan 

bahwa PT Telekornunikasi Sclular mempertahankan tarif tinggi dan melakukan 

penyalahguna.an posisi dominan dengan melakukan pembatasan teknologi, 

sehingga PT Telekomunikm;i Scluler diduga melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal25 

ayat (l) hurufb Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999107 

Kepemilikan saham olch Temasek pada 2 (dua) perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sam a pada pasar bersangkutan yang 

sama yaitu kepemilikan di Tclkomsel dan di Indosat. Telkomsel dan Indosat 

tersebut mengingat kcdua perusahaan smna~sama memiliki lisensi 

106Pasal 27 huruf a mcngcnai kepemilikan saham silang, yang sclengkapnya berbunyi; 
"Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayorira:,· pada bebcrapa pamsahaan sejenis yang 
melakukan kcgiutan usalta dalam bidrmg yang s<tma prrda pasar bcrsanglwtan yang sama, atau 
mendirikan beherapa prtmsa!raan yang memiliki kegialan usaha yaug sama pada ptmlr 
bersangkrHan yang sam(J, apabfla kepemilikan lcr$ebut mengakibatkan: satu pelaku ttsaht.r a/(JU 
salu kelompok pelalm usaha mw:gua.mf lebiil dari 50% (lima puluh pcr:mn) pangsa pasar saJu 
jenis barang aum ja:>a terlel1fu. " 

w:rpasal 17 ayat (1) mcngenai praktek monopoli, yang selengkopnya berbunyl: '"Peiaku 
usaha dilarang melalwkanp.mgua:mml alas produkxi dan alau pr:maswan barang dan Clfaujasa 
yang dapat mengakibalkante1jadinya praktck monopoli dan a/au per.mingan usaila tidak sehat." 
Pasal2S ayat (I) hurufb mcngcnai pcnyalahgunnan posisi dominan, yang selengkapnya berbunyi: 
"Pelalru usaha dilanmg nu!IJSJ,gW/(ik(m posisi domimm haik secara langsw;g morqmn tidak 
longsung untuk menc/apkan S)YU\lf·:>yaral perdagangwt deng(la llljuan untuk membatl.lSi pasar 
dan pengembangan teknofogl .. 
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penyelenggarann selulcr di Indonesia dc:ngan masing~masing mcmiliki produk 

prabayar dan produk paskab<tyar. Telkomsc! mcmi!iki produk prabayar dengan 

nama Simpati dan Kartu As, sedangkan produk paskabayarnya dlkenal dengan 

nama Kartu Halo. lndosat memiliki produk prabayar dcngan nama Mentari dan 

1M3, sedangkan produk paskabayamya dikenal dengan nama :Matrix. 

Telk:omsel yang berdiri talmo 1995 pada awalnya dimiliki oleh Telkom 

(42,5%), lndosat (35%), PTT Telecom llV ofNetherland (17,28%) dan PT Setdco 

Megacell Asia (5%), Tahun 2001 lndosat melcpas kcpcmilikan saham di 

Telkomsel kepada Telkom scbagai konsekuensi dari Kepmcn 7211999 yang 

mcngharuskan dihapuskannya kepcmilikan silang Indosat dan Telkom di beberapa 

anak perusahaannya. Pada akhlr tahun 2001 SingTel Mobile (SingTel) 

mengambiialih saham yang dimiliki oleh PTT Telecom BV of Netherland, PT 

Setdco Megaccll Asia dan sebagian saham milik Telkom, sehingga total 

kepemilikan SingTel Mobile mcnjadi 35%. SingTcl Mobile merupakan bagian 

dari kelompok usaha Temasek (Temasck Holdings Pte Ltd). 

Pemerintah R1 yang pada awalnya rncmiliki sebagian saharn di Indosat) 

pada bulan Desember 2002 berkurang kepemilikannya hanya menjadi 14,44%. 

41,9% saharn di Indosat sejak saat itu menjadi milik Indonesian Technologies 

Limited (ICL) yang merupakan anak perusahaan Singapore Technologies 

Telemedia (STT). STT men>pakan bagian dari kclompok usaha Temasek 

(Temasek Holdings Pte Ltd). 

Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pcmeriksaan lanjuutan. 

Majelis Kornlsi sampai pada kesirnpulan akhir bahwa Terlapor Temasek 

Holdings. Pte. Ltd.; Singa11ore Technologies Tdemedia Pte. Ltd.~ STT 
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Communications Ltd., Asia Mobile Holding Compuny Pte. Ltd., Asia Mobile 

Holdings Pte. Ltd. Singapore Tdccommunica1ions Ltd., dan Singapore Telecom 

Mobile Pte. Ltd, tcrbukti secara sah dnn rneyakinkan mclanggar Pasal 27 huruf a. 

Selain itu, Majclis Komisi juga menyimpulkan bahwa Terlapor PT 

Telekomunikasi Sclular (Tclkomscl) terbukti s~;.-cara sah dan menyaldn.kan 

melanggar Pasal 17 ayat (I), namun Tcrlapor PT Telekomunikasi Selular tidak 

terbukti melanggar Pasal 25 ayat (I) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Takun 

1999. 

Majelis Komisi dalam perkara ini sepcnuhnya menernpkan rule of reason 

untuk membuktikan pelanggaran Pasal 17 ayat (I), !'asal 25 ayat (I) hurof b, dan 

Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun I 999 yang diduga dilakukan 

oleh para Terlapor. 

Dalarn mendefinisikan pasar bersangkutan, Majelis Komist diantaranya 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 108 

"Bahwa dalam Laporon Hasil Pemeriksaan La;y'utan (LHPL) Tim 
Pemeriksa mendefinisilcan Pasar BersungkUian dalam perkara ini ada/ah 
layanan telekomunikasi selular di sehwuh wilayah Indonesia. Penentuan 
tersebut berdasarkan ana/isis produk, kegunaan dan harga serta calalpan 
wilayah geografis: (vide Pasa/ 7 s.d Pasal 9 UU No. 36/1999 Tentang 
Telekomunikasi, Pasal 9 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000 Tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi, KA1. 35 tahun 2004 Tentang 
Penyelcnggoraan jarfngcm fetap lokal tanpa kabel dengan mohilitas 
terbatas. 

Bahv..'a lerhadap definisi pascw bersangkutan di alas, dalam tanggapan 
dan pembelaannya Temasek, srr, SJ'TC, AMHC, AMfl, ICL, !CPL. pada 
pokolmya tidak sependapat dan menyatakan bahwa layanan Fixed 
Wireless Access/telepon tetap bergerak (FWA) harus dimasukkan ke 
dalam dejinisi pasar bersangkutan karenct memperlimbangkan bahwa 
faktm· mobililas tidak dipandang peming oleh konsumen Indonesia serta 
adanya elasfisilas silang yang linggi antara FWA dan Public Switched 
Telephone Networkltelepon tetCtp (PSTN) terhadap lapcman seluler. 

108putvsan Nomor 07/KPPU~L/2007, hal. S9I-594. 
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Bahwa lerkait dengan dejlnisf pa.wr produk. Majelis Komisi berpendapal 
sebagai herikut.· 

a. }vfeski porsi penggwwan SLJJ rdat{( kec.:il dihandingkan dengan total 
penggunaan panggilan oleh seluler sebogaimana dikulip o{eh AMH, 
ICL, /CPL dari laporan konsultan ekonomi Case Associate (CA) tahun 
2007 (vide Bukti CJ20). penggww seluler wenilai jasa seluler lidak 
semata-mata didasarkan alas kegunaannya untuk memanggil namun 
fuga uniUk menerima pcmggilan. Afajelis Komisi berpendapal bahwa 
faktor mobilitas lewp merupakan pembeda pentfng bagi pelanggan 
seluler yang lidak didapatkan dari layanan FWA. Karakter produk ini 
sejalan dengan Japoran konsultan ekonomi Nera Consulting (Nera) 
tahun 2007 yang dokumennya disertakan dalam lampiran pembelaan 
dan tanggapan Sing1'el dan Singtel Mabile. Dalam laporan Nero, 
dinyatakan dengan tegas bahwa konsumen tidak numdapatkan layanan 
mobililos dori FWA sebagaimana yang konswnen dapatkan dari 
layanan selu/er, sehingga Nera tidak memasukkan FWA ke dalam 
pasar produk /ayanan seluler; 

b. Selain ilu, Te1komsel menyatakan dalam pemhelaanya yang lerlulis 
dalam paragJ·af 10 bC/Inva layanan FWA merupakan komplementer 
bagi layanan selulcr.' "Diliha! dari kacamata pelanggan, karakteristik 
FWA dan seluler merupakan layanan yang bersifat komplementer. 
Pelanggan dapat memanfiu:ukan keunggulan FWA dari segi larifuntuk 
berkomunikasi lokal dafl m~mmifaatkcm /uasnya jaringan sclular 
unluk komunikasi yang bersifat intensif Karena ilu, karakteristik FWA 
dan Selular soling melengkapi. 

c. Basil survey konsumen yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan 
yang lerluang dalam ltunpiran LHPL menunjukan bahwa kenaikan 
harga hipatesis 5% dan J(JO/o tidak menyebabkan adanya responden 
yang berhenti menggunakan GSA4 ketika beralih ke PSTN, dan hanya 
terdapat 2,23% responden yang bersedia berhenti menggunakan GSM 
kelika beralih ke FWA. Angka tersebut memberikan pengertian bahwa 
peralihan pengguna GS1\1 ke FWA dan alau PSTN adalah inelastl$ 
alau bukan subsfitusf " 

Bahwa J1.1ajelis Komisi tidak menemukcm keutlalwn Tim Pcmeriksa dalam 
mendifinisikan pasar produk dalam perkara ini, yaitu laytman seluler 
yang di dalamnya tidak terma.mk FWA dan PSTN. 

Bahwa dalam laporannya Tim Pemeriksu menenrukan bahwa pasar 
geognifis dcrlam perkara ini adalah nasional, dengcm dasar adanya 
kompelisi yang mempengaruhi harga di selunth wilayah Indonesia, 

Bahwa Temasek, STT, S'ITC, AMHC, AM/i, !CL, !CPL. SingTel dan 
SingTel Mobile tidak meno!ak dejinisi pasar geogrqfis dari LHPL 

Bahwa dalam fanggapan dan pembelacmnya, Telkomsel pada polroknya 
rnanyatakan bahwa pasar geogrqfis bukanfah nasionaJ, namun hanya 
mencakup wilayah yang lebih sempif dengan alascm setiap daerah 
memiliki potensi. karakter dantanlangan yang berbeda" 
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Bahwa selanjurnya, ,Hajelis Ko//Ji.\f berpendapm bahwa dalam 
mende.flnisikan pr1sar geogn(/is dapat didasorkcm pada u:kanan kompetisi 
dan harga pada satu /okt1si yung tfipeogaruhi olr:lr kompefisi dan harga di 
lokasi lain Adanya pengaru!t rersebut menjadikan kedua wilayah menjadi 
sa!U pasar geografls yang !tdak dipisahkan. Pengaruh tr::rsebul dapat 
dilihal dari pola perubalum harga di kedua wilayah Hal inf sejalan 
dengan prmdapal Nera padc1 laporannya haiaman 20 (vide Bukti C312) 
yang dikutip dari Carlton. Perlo,O· dalam buku Modern Industrial 
Organizalion edisi 3 halaman 40: The geographic limit of the market is 
determined by answering I he question of whether an increase in price in 
one location substantially ctflecls the price in anothet. If So, Then both 
locations are in same mtll'ket. 

Bahwa memperhatikan hal tersebut, }Jajelis Komlsi m(memukan bahwa 
standar dan harga layanan scfuJer ada/ah sama secara naslonal ... 

Bahwa dengan demikicm Majelis Komisi menyimpulktm definisi pasar 
bersangkulan dalam perkara ini adalah industri layanan te!ekomunikasi 
seluler di seluruh wit ayah Indonesia. " 

Lebih maju dari putusan-putusun sebelumnyaj trunpak bahwa Majelis 

Komisi dalam Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 mulai menyajikan data 

ekonomis dan sckaligus analisisnya yang dikuatkan dcngan hasil analisis dari 

pihak ketiga. Disarnping itu Majclis Komisi juga mcmpertimbangkan pendapat 

berbagai pihak d3n juga t.anggapan rlari para Terlapor, sebe!um menetapkan 

definisi pasar bersangkutan yang aknn diglmakan dalam perka:ra ini. Data yang 

disajikan adalah data hasil survey duri Tim Pcmeriksa yang telah dilakukan untuk 

melihat perilnku konsumen apabila tetjadi kenaikan harga GSM, FWA, dan 

PSTN. Dari survey tersebut dlpcrolch data bnhwa konsumen GSM tidak akan 

tertarik untuk pindah ke FWA alau PST!\ apabila wrjadi kcnaikan harga GSM 

sebesar 5%. Pcnyajian data survey tcrseb1.1t mcrupakan kemajuan yang cukup 

signiflkan dalam pendcflnisian pasm· bcrsangkulan dalam pcrkara persaingan di 

KPPU. Fakta lain yang menjadi perlimbangan kuat dalam mendefinisikan pasar 

bersangkutan adalah fakta bahwn standar layanan dan harga GSM adalah sama 

secara nasional. Berdasarkan hal inilah i'v1njclis Komisi bcrkcsimpuJan bahwa 
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GSM bukan substitusi duri PSTN ,:Hau FWA. Mcnccrmati hal inL dapat dikatakan 

bahwa Mnjelis Komisi telah mcmpcrtimbangkun aspck ckonomi dalam 

mendefinisikan pasar bersangkulan. 

Terhadap pembuktian pebmggaran Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 

Tahllll 1999 yang dilakukan olch kelompok usaha Temasek, Majelis Komisi 

menguraikan pcmenuhan 3 (tiga) unsur yailu unsm adanya pelaku usaha, memiliki 

saham di beberapa perusahaan, menguasai pasar. unsur perilaku penyalahgunaan 

pasisi dorninan, dan unsur dampak ncgalif terhadap persaingan. Pertimbangan 

Majelis Komisi dalam menilai tmsur mcnguasai pasar, diantaranya sebagai 

berlkut:109 

"Bahwa Tim Pemeriksa hanya menggunakan data lenfang 3 operator 
lerbesor dalam industri sehl/er, yakni Telkomsel, PT Indosat. Tbk, 
(lndosat) dan PT Excclcomindo Pratama, Tbk (XL) sebagai dasar 
ana/isis ekonomi dan mengukur kondisi kompelisi di pasar bersangkutcm. 

Bahwa Telkomsel memiliki pangsa pasar terbesar di pasar bersangkulan 
berturut~turut sejak lahun 2001, dengan ra!a~rala peudapatan dalam 
kurun tahun 2001-2006 ada/ah Rp 14.780.080.000.000,00 (empat be/as 
triliun tujuh ratus delapan puluh milyar delc1pan puluh jut a tupiah) dan 
rata-rata pangsa pasar seliap talnm adalah 61.24%. 

Bahwa pangsa pasar !ndosai mengaiaml flukluasi penguasaan pangsa 
pasar. dengan memiliki kecenderungtm lurrm setelah lCihun 2004. Rata­
rata pendapatan seluler /(1/wnwr IndD.\'GI dalam kurun waklu 2001-2006 
adalah Rp 5.895.610.000.000,00 (lima triliun delapan ratus sembilan 
puluh lima miliar enam milts sepu/uh juta rupiah) dengan rata-rata 
pangsa pasar sebesar 15,15% setiap !alum. 

Bahwa pangsa pasar XL mengalami penurunan selelah whun 2001 dan 
berj/uktuasi antara 9-11% untuk kunm 2003-2006, pongsa pasar rata~ 
rata dalam kurun 2001-2006 ada/ah 13,61%" Pendc.tpatan rata~rata 
tahunan XL senilai Rp 2.720.590.000.000.00 (dua friliun tujuh ratus dua 
puluh mWar lima ratus sembilan puluh jwa rupiah). 

Bahwa dalam pembelaannya sn: SlTC, AMHC, AMH, ICL, ICPL pada 
pokoknya menyatakan balrwa Tim Pemeriksa seharusnya memasukkan 
data tentang operator lain selain lelkomsel, lndosat dan XL dalam 
menganalisis pasar bersangkutan 

1®Purusnn Nomor 07/KPl)U-L/2007, haL 638-641, 
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Bahwa lvlaje/is Komisi n.'ema!wmi baiMa herdosarkan (/ejinisi pasar 
bersangkulan yang dikt•tmtkokan dalmn LffPL. pelaku usaha yang 
ferdapal df daiamn; a tidak hanya Telkomsel, /ndosal dan XL 
Berdasarkan perhifungan pong.w pelanggan diketolwi ba/1\va Telkomsel, 
lndosaJ, dan XL menguasai 97% pehmggcm posar bersangkutan ... , pangsa 
pasar operator lv.fobfie-8 pada talwn 2006 hcmya menguasai pangsa 
1, 72% apabila pasar bersangku/an lerdiri dari 4 operator terbesar. 
Kecilnya pangsa pasar sena wilayah cakupan aperasi yang dimiliki 
operatOJ·~operator di luar o!ch Telkomsel. Indasat, dan XL tidak akan 
memiliki pengaruh yang mutel'ial dalam wurlisis kandisi persaingan 
dalam pasar bersangkutan 

Bahwa dalam analisisnya, NERA Consulting juga hanya menggunakan 
data Telkomse/, Indos(lf, dan XL. 

Bahwa berdasatkan uraiWHINiian tersebw, 1vfajelis Komisi meni/ai 
bahwa ana/isis ekonomi dan komlisi pcrsaingm• pada pasar bersangkutan 
aleh Tim Pemeriksa cukup menggunakan data 3 opera/or besar. 

Bahwa bahwa sejak terjadinya kepemilikan silang. pangsa pasar 
Telkomsel dan Indosat secara bcrsama~scww mengalami peningkatan 
signijikan dengan rata-rata 89,61%.. Jumlah tersebut selalu lehih dari 
50%." 

Penimbangan Majeiis Komisi dalam mcnilai unsur perilaku penyalahgunaan 

posisi dominan, diantaranya sebagai bcri kut 110 

"Bahwa Tim Pemeriksa menemukan flrkta yang lidak dibantah oleh para 
Terlapor yang menunJukkan dalam posisinya yang penting sebagai Wakil 
Direktur Utama Indosat (Kaizad B. HeerJee), fidak melakukan upaya yang 
maksimal dalam menentukan met ode pembangunanjaringanlndosar yang 
mengakibatkan keter!ambntan pembangunan jaringan Jndosat selama 9 
(sembilan) bulan pada talwn 2006. 

Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang tidak dibanlah oleh para 
Terlapor bahwa sebanyak 4 (empal) direksi lndosat Ielah melaporkan hal 
keterlambatan jaringcm rersehut kepada SIT untuk segera mengambil 
tindakan terhadap Wakil Direkwr Utanw Jndosat yang merupakan 
nominasi SIT, Namun hingga saal ini tidak ada tindakan yang dilakukan 
STT sebagai pemegang saham yang menominasikan H~'akil Direklur 
Utama. 

Bahwa Tim Pemeriksa menemulm11 fakta penting pembangunan BTS 
sebagai z:Jung tombak da/am bisnis yang bers!fat jaringan. Hal ini pun 
telah d;sadari oleh direhi lndvsat, namun tanpa adanya keputusan yang 
diambil pilwk STT sebagcli pemegang saham terkaif permasalahan 
tersebut, maka haltersebul menyebabkan pembangunan jaringan Indosat 
mengafami perlamba!lm. 

11!Jputusan Nomor 07/KPPU-L/2007, hnl. 641-644, 
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Bahwa kerer!awbatan pe1nhon~unanjoringm1 lndo.wl! IUWI]lctk pada grafik 
pengzwsaan pangsa BTS" Pangso Jf!S bulosar memiliki kecenderungan 
menumn dibandingkcm (kngan para JH!.voingnya yang justru meningkat. 
Pada akllir 2006 perwrwwn pangsa BJS Indosat mengakfbatkan porsi 
penguasaannya tersusul vlch XL. Hal u:rseb111 sebagaimana ditunjukan 
oleh label dan grafik di bcflmli ini. 

Bahwa berdasarkan tingkar pr!rlumbuhan BTS masing-masing operator, 
tampak bahwa agresi}tws kompelisi Jndosat relaf{{ Jebih /ambal 
dibandingkan kedua pesaing !ainnya. A1eski tingkat pertumbuhannya terus 
positif pada setiap talum, mmwn tingkal pertumbuhannya tersebut lebih 
lambat dibanding yang lainnya. Perlambatan tersebut terlihat pada 
penurunan tingkat pertwnlmlwn BT51 pada lahun 2006 dibandingkan 
2005. 
Bahwa dengan demikicm, Majefis Komisi menyimpulkan bahwa baik wakil 
SIT di Indosat maupun STf sendiri lidak mengambil langkah-langkah 
.strategis unlltk kemajuan lndax(ll meskipun mengetahui langkah-langkah 
tersebul dibutuhkan demf kemajucm lndosal dan berkompetisi di pasar 
seluler. " 

Dalam menguraikan unsur dampak negntif terhadap persaingan. Majelis 

Komisi 5 (lima) hal:, yaitu: kompclisi dalam industri selu!er, price leadership} 

tingkat harga, lingkat profit, serta kerugian lerhadap konsumcn. Pertimhangan 

Majelis Komisi dalam menilai indt1stri scluter di Indonesia tidak kompetitit 

diant:aranya sebagai berikut: 111 

"Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa pada pokoknya menyatakan 
pertwnbuhan BTS Jndosaf yang melamban dibandlngkan pesaingnya yang 
lain memberikan keleluasaan bagi pemain dominan untuk 
mengoptimalkan kekualan pm;amya (market powe1~ mengingat lndasat 
merupakan pesafng rerdek(l! dari pemain dominan, ;\Jelambannya 
agresifitas pesaing rerddat dori pemain dorninan dalam pasar 
bersangkutan pada perkara ini menyebabkan pasar tidak kompetitif 
dengan ditw'ifukkan adanya tingkat konsentrasi yang tinggi, harga yang 
elrsesif, price leadership, serta eksesifpro/il. 

Bahwa dalam pendapa1 alau pembelaannya, Si[, SITC, AjVfHC, AMH, 
ICL, dan ICPL pada pokoknya menyatakan inveswsi BTS bukan 
merupakan indikator tingkat persaingan. Da!am pendopat atau 
pembeiaannya, STT, STTC, AMIEC dan Telkomsel pada pokoknya 
menyalakan pasar seluler udcdah kompetit~f dengcm mendasarkan bukti 
pada sejumlah besar opera/or !elepon bergerak dengan pangsa pasar 
yang lebih dari 1%. Lebih lm~jllf dalam pendapat a/au pembelaannya, 

111Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007, htt!, 6<1-l-647 
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Alvffl !CL, JCPL, 5,'ingTel. dan SingTel ,\;lobi/e. pada pokolmya 
menymakan bcthwa buk!i atlwzm kompetisi didasCirkan pada (i) Average 
Revenue Per User operolor telepon sr.:Iu/ar Ielah Iunm a mara lahun 2002 
- 2006, (ii) Perusahoan penyedia jaringan selu!er dl indonesia mengalami 
chum rale bulanan yang tinggi berdasarkan standard imernasional (yang 
merupakan indikasi adanya jumlah signijikan yang berganti~ganti 

carrier). 

Bahwa ierhadap pendapal di alas, Majelis Komisi berpendapat bahwa 
bisnis scluler merupakan bi.mis jaringcm dimana konsumen akan 
mempcrhatikcm ketersediaan ltr)'Ymcm atcw coverage dan kualitas laj'tlnan 
yang berbanding lurus dengan jumlah BTS. Sebagai industri yang 
memiliki m!lwork effecl, industri sdu!er akan bersaing dalam 
meningkatkan network e./feet bagi pelanggan. Sehingga pertambahan 
jumlah BTS merupakan instrwnen unluk memenangkan persaingan antar 
operator seluler dalam meningkatkan network effect. Sebagai salah satu 
buktinya, Telkomsel menerapkan stratcgi "Invest Ahead of Growth" (vide 
pendapal atau pembelaan Telkomsei), yang secara implisit Telkomsel 
menganggap investasi BTS adu!Cih hal yang penting bagi pertumbuhan 
perusahaan, Sehingga, inveslasi BTS merupakan salah satu indikator 
penling dari persaingan pada JXl.<iar bersangkUian. 

Bahwa dalam menyatakan jumlah operator yang banyak. SIT, STTC. 
AMHC. dan Telkomsel mengilwtsertakan operator~opetator yang tidak 
masuk ke dalam pasar bersangkulan pada perkara ini. Majelis Komisi 
memahami buhwa secara jumlah, pelaku usaha dalam pasar yang banyak, 
sering dfJadikan ukuran rendahnya enfly barier dalam suatu industri. 
Namun demiklan, jumlalt operator yang banyak pada kondisi tertentu 
tidak dapat dijadikan iJ1dikasi pasar yang kompetitiftanpa memperhatilran 
pengaruhnya dalam menurunJwn market power atau meningkatkan 
tekanan kompetisi, Hal ini terbl!kti dengan penguasaan pangsa pasar 
Mobile 8 yang hanya meraih sebesar 1, 72% da!am waktu 3 (tiga) tahun. 

JJahwa menanggapi dalil1'emasek, SIT, STTC, A.lv!HC, AMH, JCL, ICPL 
terkait dengan ARPU iv/(lje/fs Komisi bmpendapat bahwa semakin 
menurunnya tingkat ARPU be/um tentu 1mmwljukkan tingginya tingkat 
persai11gan di indu:Jtri telepon seluler, penurutmya tingktii ARPU bisa saja 
disebabkan tingginya jumlah pengguna yang konswnsi rala-ratanya kecil 
yang disebabkan tingginya iw'({ telepon sehtler. ARPU adalah Average 
Revenue Per User yang nu:m11y"ukkan iingkat pendapatan rata-rata 
operator se!uler per setiap pe/auggan 

Bahwa menanggapi dalil Temasek, S17; STTC, AMHC, AM!i, ICL, !CPL. 
Single!, Single! Mobile, TelkomJei ferkait dengan ARPU Majelis Komisi 
berpendapat bahwa lingka! churn rate yang merupakan ukuran knrtu 
hangus didasarkan pada daw yang didasarkan pada jumlah pelanggan. 
Saat fni, pendefinisian pe!anggan ala~{ don tidak aktif o!eh operator 
seluler di lndonesia masih berheda-beda sehingga churn rate setiap 
operator didasarkan puda defirlisi pelanggan crkli/ yang fidak sama, 
Selain ilu. lingkal churn rofe yang finJtr;i dapat disebabkan murahnya 
harga starter pack dengan ni!ai pu/sa yang relal({ ringgi, hal ini 
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menyehahkan banyaknyu siurter pack yanu digunakau sebagai calling 
card. Kenwngkinan Jain pr.:lung,~an dapal .mfa berolih menggunakan 
suatu nomm· namun bt:J]Jindalt pada 1wmor dari opera/Or yang sama. 
Alasan-alasan tersebut men~!.{akibatkan penggmuwn churn rate sebagai 
indiluuor tingkal kompetisl odulall ridak konsfs11.Nt Hal inf sesuai dengan 
laporan l'iERA pada lwlanwn 52 puragl'aj' 173 yaiitc From Economic 
viewpoinl, the correlation be/ween clwrn raws and competition is not very 
clear. For insrance, ltigh average churn rate might be the result of one 
carrier's inferior quality a.{ service and have nolhing al all to do with the 
level of competition." 

Pertimbangan Majclis Komisi dalam menilai tetjadinya price leadership 

diantaranya sebagai berikut: 112 

"Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa pada pokoknya menya!akan 
meskipun !erdapal variasi harga di pasar, terdapat pergerakan hargajual 
rite! jasa layanan se!uler yang membel'ikan indikasi perilaku anti­
persaingan. !ndikasi tersebut dikuatkan dengan adanya perilaku 
penelaJXm harga yang relatff minim jiukluasi. LHPL rnendasarkan 
kesimpu/an tersebul pola pergerakan harga Te/komsel, lndosat, dan XL 
yang dijelaskan pada paragraf 97 s.d. 103 LI!PL serta analisa statistik 
pola perubahan harga antam Tclkomsel danlndosat yang dijelaskan pada 
paragraf 148 s.d 153 LHPL. 

Bahwa dalam pendapat a/au pembelaannya, Temasek menyarakan bahwa 
tabel 5 da/am LHPL juslru harus dijadikan bukti bahwa tidak terdapat 
price leadership. 

Bahwa Sing Tel dan Singl'el t\'lobilc menyalakcm pada pokolrnya bahwa 
justru price paralellism menunjukan adanya kompelisL 

Bahwa menanggapf dalil darf S17; S77C, AMIIC, AMll, ICL dan ICPL, 
Majelis Komisi sependapat buhwa pola turif yang sama memang tidak 
selalu mcngimlikasikan adanya price-fixing" Dalam Ll-lPL, keseragaman 
tarif yong difllry'ukkan oleh hasil perhitungan tidak diinterpretasikan 
sebagai price-fixing, namun merupakan fenomen(l price-leadership 
sebagai sa/ah sutu indikmi tidak ado persaingan hargu yang seharusnya 
dilakukan o!eh pesaing. Ada tidaknya rindakan anti persaingan tidak 
semata-mafa ditunjukkan oleh keseragaman pola rarif Kesimpuian 
bahwa price lcadersl1ip dilwsilkan dari tindakan anti persaingan 
diperlimbangkan secal"a bersama dengan f11dikator lainnya yang secara 
bersama-.mma memberikan kesimpulan yang konsisten 

Bakwa mencmggapi dalil-dalil d(lri STT don STTC bahwa price parallism 
(pola tarff yang seragam) juslru mentmjukkan adunya kompetisi, A1ajclis 
Komisi berpendapat ba!twa deugan mempenimbangkan lrondisi 
pergerakan harga sebagaim(lna disampaikan dalam LHPL dan para 
Ter/apor. dapat dinyatakan bahwa trmlapal perbedaan rarij untuk /ayanan 

IIZpurusnn Nom or 07/KPPV-L'2007. hal. 64&-655. 
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seluler yong ditawarkau oleh musiug-nur.\ing operator. Perbedaan tarif 
terseb/11 saugai beragwn dtm pada dasamya lu:rupaya rmluk mencapai 
keuntungan maksimal opacrtor iii berbagw· segmen pasar. Pergerakah 
harga juaf rifel jasa la.nman seluler yanJ; minim jluktuasi, khususnya 
pergerakan harga Te!komsd dan lndosat yang didasarkan pada 
pengo!alwn secara stmi.rfik pado L/1PL pada dasarnya dapat menJadi 
indikasi owed adanya permw;ulalran persaingan usaha pada pasar 
bersang!wtan. Dcngan memahami bahwa lurrga dapal berjluktuasi searah 
dengcm biaya produksi, maka pada saaJ pergerakan wrif minim jluktuast 
maka dapat dinyatakcm ba/nva tidak terjadi jlukttmsi harga yang 
sfgnifikan yang seharusnya searah dengan jluktuasi komponen pembentuk 
biaya. Adanya pertumbulum jumlah pelanggan yang sangaf pesat pada 
industri yang memiliki network e_[fecl positive seharusnya meningkatkan 
skala ekonomi dari masing~masing operator, dan menurunkan bfaya rata­
rata, sehingga seharusnya lf.njadi penunman harga jasa seluler secara 
signifikan. Bila penetapan harga lersebut lidak berhubungan sama sekali 
dengan biaya yang urrkait dalam upaya memberikan layanan jasa seiuler 
oleh para operator, maka hal ini mengindikasikan adanya kekuatan pasar 
dari opernlor tertentu y<mg mendorung tidak tetjadinya strategi 
persaingan harga yang agresif dari pesaingnya. 
Bahwa berdasarkan LHPL dcm Janggapan dan pembelaan yang dilakukan 
Terlapor, lerbukti bahw(t Telkomsel selama kurun waklu 2002 dan 2006 
telah mencapai peningkatan skalc1 ekonomi.v yang sangat signifikan, yang 
seharusnya apabila para pemiliknya berkeinginan zmtuk menjadi yang 
terbaik di dalam induslri dan memantapkan ekspektasi keuntunganjangko 
panjangnya, maka seharwmya melakltkan strategi persaingan harga yang 
agresif untuk meminimalkan ancaman dari pesaingnya. Bersamaan 
dengan adanya permasalaban keucwgan yang dihadapi oleh fndosat, 
seharwmya hal tersebut menjadi pendorong Telkomsel unluk 
meningkaJkan agresifilasnya dalam bersaing harga, namun hal tersebut 
tidak dilukukan. Karena itu, terbukti bahwa Telkomsel hanya berupaya 
menurunkan tekanan persaingcm dan Jidak berupaya agar persaingan 
tetap terwujud di pasar. 

Balnva herdcrsarkan umian yang Ielah dife(askan pada poin sebelumnya, 
menunjukan balnva Telkomscl tidak melihat pe.mingnya yaitu lndosat 
sebagai ancaman dalam upaya mencapai keuniungan jangka panjang. 

Bahwa menanggapi dali/-da!il yang dikemukakrm oleh Temasek. Majeiis 
Komisi menilai bahwa prir.:e leadership meruptfkan salcrh satu pola 
pergerakan lwrga yang paralel an tar pelaku usaha di pasar bcrsangkutan. 
Pol a pe!'gerakan parale/ dalwu bentuk price leadership tfkan terjadi hila 
follower merespon ke omh yang sama dengan perubahcm harga yang 
dilakukan oleh lea!ler. Pemulw111an label 5 &dam LFJPL Jidak dapat 
dipisahkan dengan graj}k ttergemkan harga ant or operator pada paragraf 
78~81 LJ-!PL. Tabel 5 hcmya merupakan tabttlasi dari lingkat harga secara 
rata-rata dari periode 2002-1006. Jdenarik kesimpulan lersendiri dari 
Tabel 5 funpa nu:mper/;(tlikcm J!.N!fik-gra.fik yang menyertainya pada 
bagian yang sama, akcm mengarab pada hal ;11:mg sa/ah Majelis Komisi 
berpendapat bahwa nilai ralt:HYtla lalnman tersebut tidak memberikan 
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gambarcw yang utu/1 h'/11011]; jlofa fNrgemkan harga pada Sftliap 
perubahan harga yang dilaJwkwt ole!J leoder. Adunya perhilllngan yang 
mem11?jukal! bahwa secura rauH·ata !wrga 1dko111se/ pada /ayanan 
tertenlu naik namun l!ldu.wf dan XL 111/'Wr, memperkual dugaan bahwa 
Telkomsel sebagai leader memiliki market puwer yang nyara sehingga 
bisa melakukan price leoderhsip secara kuat, Hal rersebut dUunjukan, 
bahwa penurunan tingkat Jwrga yang dilakukan ofeh follower tidak diikuli 
oleh Telkamse/. Sela/J1 iru. tidak wrutnya Telkowsel menunman harga 
sebagaimtma opeNtlor lain memmjukkan bahwa tidak terdapat price 
paralellism yang dapat disimpulkan sebagai bukti kompelisi. 

Bahwa secara gamblang terliha! bolrwa bi/a Te/komsel menaikkan harga 
maka operator bereaksi mengikuff pola kenaikan tersebut. Penurunan 
harga yang dilakukan oleh Imlosal dan XL hanya dilakukan hila 
Telkomsel pada periode yang pGJy·cmg menelapkan harga yang 
stabiL.dimana Telk.omse! sebagai leader tidak mengikuti penurunan 
hargtl yang dilakukcm oleh XL nC/1/lWt sebaliknya, pada saat Telkomsel 
menaikkan harga (Gambar 7. LHPL Haf. 80) terlihat !ndosat dan XL 
kemudian mengikuti kenaikan harga yang dilakukan TeJkomsel. 

Bahwa pada polo pergt:rakan yang tarif pasca bayar intra operator, 
terlihuf jelas Telkomsel tidak lr.t~pengaruh untuk menunmkan harga. 
Kestabilan harga yang dilaiwkan Telkomsel justru dimanfaaikan oleh 
Indosat unfuk meningkaJkan harganya pada tingkat yang sama dengan 
Telkomsel. Penurunan hargo yang dilakukan oleh XL tidak diikuti oleh 
Telkomsel dan lndosat. 

Bahwa terdapai reaksi XL dan lndosal terhadap kenaikan harga yang 
dilakukan Telkomsel dengan menaikkan lwrga, nmmm tidak adanya reaksi 
Te/komsallerhadap penunman lwrga yang dilalmkcm olch XL dan Indosat 
secat·a nyata menunjukkao fe1:fadi ptice leadership di pasar bersangkutan, 
dimana Telkomsel merupakan leader dafam mr.menlukan harga." 

Pertimbangan Mt\iclis Komisi dalmn mcnilai tctjadinya hurga. yang eksesif, 

diantaranya scbagai berikut: 1 ~ 3 

"Bahwa Ebitda yang linggi nu.:ngindikosikan bahwa operator seluler 
masih memiliki ruang umuk menumnkan liughtl harga, 

Bahwa Temasek padu pokoknya ridak sc:pendapat dengan Tim Pemeriksa 
dan menyatakan bahwa seharusnya Tim Pemeriksa mempertimbangkan 
faktor inflasi. 

Bah'ri'Cf dalam tanggapun dan pembelaannya Tenwsek, S1T, SITC, 
AA.fHC, A1\JH. JCL, dan !CPL pada pokoknya mcnyulctkan harga layanan 
seluler Indonesia lidak tinggi dibandingkan dengan negara lain. 

Bahwa dalwn tanggapun dan pembelammya Telkomsel pada polwknya 
menyutakan harga seluler Indonesia musih Jidak melebihi batas at as yang 

mPmusan Nmnor 07/KPI'U·L!2007. bal. 655-6/J::L 
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ditetapkan pada KeplllusmJ Menteri, s1'ilingga tldak dapat dikatakan 
eksesif 

Balnm lVil!iefis Komisi berpendttJHil bahu·a harga eksesif adalah harga 
yang lebih linggi dibandingkan dengan perkiraan !targa kompetitifnya, 
atau secara signiflkan {ehih Jinggi dibwulmgkan biayanya. Berdosarkan 
prinsip tersf!bllt, ;\1ajelis Komisi menilai bahwa lwrga jasa seluler pada 
pasar berswrgkul'm adafuh ekses(f 

Bahwa penelitian ovu,H Ielah menunjukkan adanya tren penurunan 
biaya interkonek.ri secara nominal, maka sekalipun harga seluler turun 
secara riil karena adanya fltkfOI' injlasi, nmmm lwrga yang lidak turun 
secara nominal memmjukkxm bahwa hurga tersebur semakin eksesif 
dibandingkan dengan biaya interkoneksinya, Penjelasan tersebut juga 
sebagai tanggapan Maje!is Komisi alas dedi! yang dikemukakan Temasek 
tenJangperlunya menggunakan nilai inflasl. 

Bahwa EBITDA yang sangat besar merupakan konsekuensi logis dari 
harga yang tinggi dibandingkan biaycmya, sehinga tercipta margin 
eksesif 

Bahwa menanggapi dalil yang dismupaikan Tel kame! bahwa harga yang 
ditetapkan operator masih berada pada balas harga yang ditentukan oleh 
Pemerintah berdasarkan KM Parpostef No. 17/PR.301/l11PPT~98 (KM 
27/1998) dan KM Menteri Perlwbungan No. 79 Tahun 98 (KM 7911998), 
Majelis Komisi menilai huhwa batas harga yang ditet"pkan oleh 
pemerintah adalah batasan harga rnaksimwn. Batasan harga yang 
demikian hanya menghalangi naik.nya harga melewafi batasan tersebut, 
namun tidak dimaksudkan untuk wencegah Jurunnya harga melalui 
melumisme pasar. Majelis Komisl berpendapat bahwa merupakan 
kewenangan Komisi rmtuk menilai apakcth harga dan tindakan yang 
lerjadi di pasar sesuai mew hertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 
1999, Hal Jersebut dikuatkan oleh UU Nomor 36 Tahzm 1999 tentang 
Telekmmmikasi yang sudtfh meng(lfrtr penetapcm farif me/alui mekanisme 
kompelisi dan menyerahkan pengctwas(m mekcmisme kompetisi ini pada 
aturan UU Nomor 5 Talwn 1999. 
Bahwa sekalipun tidak melehihi batas alas lwrga yang ditetapkan oleh 
IG\1 2711998 dan K,\4 7911998, harga yang betada dl alas perkiraan 
harga kompetitif ada/edt Jet up dikategorikcw sebctg(li harga ek>esif 

Bahwa me.nanggapi langgapan Tenwsek, STT, .VI'C', ;LVJHC, AMH. ICL, 
dan ICPL yang mcnyawkan balnva tar{{ di Indonesia relatif murah 
dibandingkan negara lain sehingga berbeda kesimpulannya dengan Tim 
Pemeriksa do/am LHPI., J!Jajelis Kamisi menilai hahwa perbandingan 
harga seluler Indonesia dengan nr!gara lain dipengoruhi o!eh pilihan 
negara pembanding ser!a teknik pembobotan harga seluler sehingga 
memberikwr ke..simpu!an yang berbeda-bt:d{l. Oleh kC!I'ClW ilu, .M.ajelis 
Komisi menilai mcngenai lwrga tidak berdasarkan perbandingan negara 
lain " 
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Pertimbangan Majdis Komi:;i d;thun mcnilai terjadinya tingkat kcuntungan yang 

k "f d" b . b "k 114 e sest 1 Iantaranyn se agm en ·ut: 

"Bahwa dalam LHPL, Tim Pemedksa menyawkan btd:wa "tingginya 
market power yang diduga diakibatkan oleh slrukwr yang Jerkonsentrasi 
akibat adanya cross-ownership dapttl diiJtjukcm t.lengan beberapa intlikasi. 
Diantaranya adalah tingginya tingkar margin profit yang diukur dengan 
EBITDA, Harga jual yang re!atif tinggi tlibandingkan dengan negara Za;n, 
dan lingginya selisih antartr hargajua/ dr.mgan biaya yang digunakan. 
Bahwa dalam pendapat mau pembelaannya Telkamsel pada pokoknya 
menyatakakan markel power tidak dlhitung dari EBJTDA margin tapi 
merupakan fungsi dari P-MCIP yang merupakan fonnula Lerner Index, 
dimana P adalah tingkat harga dan MC adalah biaya marginal. 

Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa benar pengukuran market 
power dapat dihilung berdasarkan (P~lv!C)IP atau disebui formula Lerner 
Index dimana secara fllosofis hal tersebut menggambarkan kemampuan 
pelaku usaha unruk menelapkan harga yang menjauhi biaya, Namun 
demikian industri telekomunikasi yang berbasis jaringan a/am 
menga!dbatkan nilai fixed cost yang mendominasi dati ni/ai total cost, 
dengan demikian Ierner index aktm sulit digunakan sebagai indikator 
kompetisi di sektor telekomunikmi. Hal lersebut dialmi o/eh Nera pada 
hal. 23 paragraf 74:.thus, we would not expect the Ierner to be a good 
predictor of competitive conditions in telecomrnunicatio11s. 

Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan bahwa perhitu11gan menggunakan 
Ierner index tidak dapat digunakan secara akurat untuk mengukur market 
power di induslri telekomrmiknsi sehingga diperlukan metoda lain yang 
dapat digunakan sebagai ocuan wtluk mengukur market power. Metode 
lain tersebut yaitu dengcm menggunakan metode nilai 1ingkal keuntungan 
yang pada da.mrnya merupakan kemampuan perusahaan untuk 
menjauhkan harga dari biayanya. 

Bahwa dalam pemlapat auw pembelaannya SJT, STTC, AlvfHC, AMH, 
ICL. JCPL pada pakoknya menyalakan bahwa EBITDA bukan merupakan 
alai pengukur yang baik untuk tingkat kermtungaft EBJTDA adalah 
pendapalan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi. 
Sedangkan, tuba adalah pen(/apatun setelah bunga, pt4uk, deptesiasi dan 
amortisasi, Pada pokoknya, laba mewakili apa yang diperoleh 
perusahaan setelah scmua biaya diperhitungkan, sedtmgkan EBITDA 
fidak memperhitungkan senwa biaya, 

Bahwa dafam pendapat atau pembelaannya Temasek. Single/, Single! 
Mobile, dan Telkomsel pada pokoknya menyatakan bahwa EBri'DA dan 
ROE yang tinggi ridak mengjndikasikan kekuatan pasar aiau tarif yang 
beriebihan. 
Bahwa lvfajelis Komisi bcrpendapat bahwa tingkat keuntungan biasanya 
diukur dengan menggwmhm EBITD.iJ dan Return on Capital Employed 

mPutusun Nomor 07/KPPU-L/2007, bal. 662-667. 
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(ROCE; yang secw·a Jongka panjang tetap linggi clan memiliki 
kecem/erungan numingkor. Regulator dau pengamts JWrsmngan biasanya 
memeriksa perbedaan tingkal keumungw1 perusahaan yang berbeda 
kelika melakukan inn;.•;Jigasi perilaku yang WJ!ikompeti!{( a/au melihal 
tingkal kompe!isi, w:p<'rti yang dUelaskan pada /aporan .VERA hal. 44. 
Balnva Maje/is Komisi mendapatkon LHPL Ielah menampilkan 
perbandingan EBJTDA margin operator seluier Indonesia dibandingkan 
dengan negara lain yang mengU!ip laporan Morgan Stanley tentang 
EBJTDA A1argin tahun 2005 dimana Telkomsellmuni!iki EBJTDA Margin 
tertinggi dibanding opera/or di negara Asia lainn;;a dan Indosat 
merupakan opera!Or selu!er dengaJ1 EBITDA .~fargin dial as 50%. 

Bahwa dalam menjelaskan gambar di !!las }\,{organ Stanley menyatakan 
bahwa EBITDA margin amara 55% - 60% dikategorfkan sebagai ni/ai 
yang tinggf. Partly due to high prices and also dtte to limfted competitive 
intensity, Indonesian mobile operators have enjoyed industri high EBITDA 
margin of 55%- 60% . ... 

Bahwa tingginya EBITDA margin diserfai dengan harga seluler yang 
tinggi dibandingkan deugun emerging market Asia lainnya memberikan 
ruang untuk pelaku usaha Indonesia menurunkan harga yang lebih 
rendah. Adcmya ruang untuk menunmktm harga lersebut menggambarkan 
bahwa margin keunfungwt di industri seluler masih linggi sehingga masih 
dapai ditur11nkan. 

Bahwa Majelis Komisi Juga mendapatkan NERA membandingkan 
EBITDA margin dengan menggunakan pengukuran yang sama untuk 
perusahaan-peru:mluwn di luar uegeri. Nera membetikan gambaran 
bahwa EBJTDA margin induslri seluler indonesia lermasuk yang iertinggi 
di dunia dibandingkan 52 Negara lainya yaitu pada peringkat No. 2 
setelah Negara Phi!ipines ... 

Bahwa berdasarkan nilai ROCE indusfri se!uler yang terdapat dalam 
laporan Nera Hal. 45 di1emukan balnva dari luhun ke tahun ROCE 
industri memmjukkan konsistensi nilai yang henambah tirtggi dari 23% 
pada tahwt 2002 menjadi 36% pada tahun 2006. Hal tersebut 
menunjukkan balnm Capital ycmg ditcmamkan di industri seluler, dari 
tahun k(} rahun memberikan ni/ai pengembalian yang rerus membesar, 
Konsistensi peningkawn nilai ROCE tersebut memmjukan adanya 
lwnsistensi peningkaftm projil. 

Bahwa 1\rfajelis Komisi berkesimpuhm lwhwa dari tingka! profitabilitas 
yang di!ur!Jukan oleh nilai EBJTDA margin yang tinggi dan ROCE yang 
secm·a konsislentwnbuh dari talwn ke talwn, membuktilwn lerdapaf profit 
ekse.-s·(fpada posar bersangkulan. '' 
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Pertimbangan !Vlajdis Kom:.;;i d:1lam mcnil<li tetjadinya kerugian konsumen, 

diantaranya sebagai bcriku:: 1 ~~ 

"Bahwa memmn 2\IajJtlis Komisi perhjflmgan besamya kerugian 
konsumen dilemukan o/eh perbedaan harga yang dibayarkan oleh 
konsumen dengau peniluicm produ.nm (biaya ditambah keuntungan) yang 
dilerima konsumen yang dicerminkan oleh lwrga kompetiiif pcrda tingka~ 
pelaku usaha mem./apatkan flOE yang wajar. 

Bahwa berdasarkan pendekatan di at as, ;\1ajelis Komisi berpendapal nilai 
kerugian konsumen adalah sebescw Rp 14.760.000.000.000,00 (empat 
belas tiriliun lujulr rafw; enam puluh miliar rupiah) sampai dengan 
Rp 30.800.000.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan raius miliar rupiah) 
dalam kurun waklu empat lahun (2003 sampai dengan 2006). Pe1·hitungan 
tersebw telah memperhatikan keseimbangan antm·a kepenlingan pelaku 
usaha dan kepentingan konsumen. 

Bahwa .<mlmy·umya Mtrfclis Komisi mengurai perhiumgan kerugian 
lwnsumen tersebtU sebagaf berlkt<t: 

a. Bahwa keruglan konsumen yang dihitung berdasarkan analisa 
flnansia/ yang lenlapr:tl da/am LHPL didasarkan atm aswnsi tingkat 
perolelwn profit terhadap ni!ai modal pemilik {ROE) yang 
memuaskan. Kerugian konswnen dihitrmg dari selisih ROE yang 
te1jadi dengan aswnsi tingkat ROE yang minimal memuaskan 
pemegang saham. ROE Telkomsel Jahun 2003 sebesar 48%, tahun 
2004 sebesar -15%, tahun 2005 sebesar 55%, dan tolum 2006 sebesar 
55% 
Asumsi tingkar ROE ycmg minimal memuaskan ada/ah 20%, 25%. 
30%, dan 35%. Se.vuai dengan kalkulasi Tim Pemeriksa, kerugian 
konsumen rmtuk pelanggan Telkamsel dari talnm 2003 sampai dengan 
tahun 2006 adalah berkiwr an/ara Rp 9.859.000.000.000,00 
(se.mbilan triliun de/apan rt:uus lima pu!uh sembilan miliar rupiah) 
sampai dengan Rp, 2·1.078.000.000"000,00 (dua puluh empat triliun 
tujuh puluh de Iapan miliar rupiah) 

b. Bahwa perhitzmgan kcrugicm konsumen rlengan ROE di alas tidak 
memperlimbcmgkan po!en<>i pemwrman harga Telkomsel terhadap 
penunman harga lndosat dan XL. Kerugian konsumen pelanggan 
Indosat adalah poh!m'i koreksi harga dikolikan revenue dari PT 
lndoscu. Kerugi(m kun.mmen pelonggan adalah potem .. ·i koreksi harga 
dika!ikcm revenue dari XL Sesua; dengan kalkulasi asumsi yang 
dilakukan o!e!t Tim Pemeriksa maka ROE 20%, ROE 25%. ROE 30%, 
dan ROE 35% akan nu.mwy'ukkan polensi penurwum lwrga sebesar 
15,54% (rmluk RO!:' 35%), sebe.mr 2!,32% (wuuk ROE 30%), 
sebesar 27,09% (untuk ROl:.: 25%), dan sebesar 32,87% (untuk ROE 
20%). 

115Purnsan Nomo~ 07/KPPU-l./2007, haL 667-672. 
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c. Badmurkan data iaporal! keuanga11 Telkomse/, Jm!osat dan 
Excelcomindo, Majdis Komisi menemukon k::rugiaJJ koiiSiflllen yaiW 
minimal .w:bc:sur Np J.l. 7 6./. Y80, 000. {){)(), 00 ( empat b<das triliun tujuh 
rcuus t'l!am pu/uh empar miliar ,;·ewhihw ratus delapan puluh juta 
rupiah! dan moksiuwl sebesar Rp 30.80t'{ 720.000.lJ()O,OO (tiga puluh 
triliun delaptm ranrs delapau milior rujuh rot us dua puluh }uta rupiah) 
denga11 perinciun sehagai bt.>rikw: 

---··· . Ke~·u,;ian (milyar Rp) 
Perusa!wan . 

~-

minin-w! maksima/ 
Telkomsel 9.859,00 24.078,00 

c-· lndosat 3.703,06 ~.080,38 
XL 1.202,92 /.650,34 

Jumlah /4.764,98 30.808,72 
···---

Bahwa Majelis Komisi berpendapal Tim Pemerlksa tefah menunjukkan 
hubungan sebab akibat yang jeias antara kepemilikan silang oleh 
Temasek dengan kerugian konsumen sebagaimana dijelaskan dalam 
Skema Dampak Cmss-Ownership dafam LHPL. Ke/ompok Usaha 
Temasek telc1h mem:egah Jndosat untuk bersaing dengan Telkomsel, 
sehingga menyebabktm pangsa pasar Telkomse! meningkat dan pangsa 
pasar Indosal memt/'1111 pada kurun waktu 2001-2006. Dengan struktur 
pasar yang semakin terkonsentrasi pada Telkomse! telah membuat 
kekuatan pasar Telkomsel 1m.mingkat, sehingga Telkomsel semakin 
memilikf kekuatan untuk menjadi penentu harga yang linggi sehingga 
menyebabkanlimbulnpa kerugian konsumen 

Bahwa dengan demikian, lvfaje/is Kamisi berpendapat kepemilikan silang 
Kelompok Usalw Temu:·;ek 1elab mengakibwkcm adonya kerugian 
lronsumen pada indu.wri selu/er Indonesia yang cukup besar yailu antara 
14,7 Trilitm rupiah sampai dengan 30,8 Triliun rupiah" 

Mencermati pcrlimbangan-pcrtimbangan Majclis Komisi dalam 

menguraikan pem~nuhan unsur Pnsal 27 ;Jan dampak pcrsaingan yang teljadi 

tersebut di atas, tnmpakjclas bahwa Majelis Komisi tclah menynjikan anallsis rule 

of reason yang lcbih komprchcnsi[ Dalam putusan ini, Majcl is Komisi banyak 

menyajikan data cmpiris yang berkaitan dengan luu·g~, pangsa pasar yang masing-

masing disertai dcngan analisis bcserla analisis kcwgian konsnmc:1, Seperti yang 

lainnya, Majelis Komisi juga mempcrtlmbangkan pcr.dapat dari para Terlapor 

sebeh.un memuluskan. 
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Agak bcrbt:da dcng:u1 p~.!rka:a~pcrkara s.:-hchnnnya. :'vlajdi.:; Komisi 

Perkara Nomor 07/KPPU-lJ2007 mcnilai dampak p<.:rsaingan dcngan tidak 

menyajikan definisi dari praktck monopoE atau pcrsaingan usaha tiduk sehat. 

Penilaian tersebul tcntunya maslh mc:miliki kcsammm substansl dcngan dcfinisi 

prak:tek monopoli atau pcrsaingan sebagaimana tercnntum dalam Undang~Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Dalam bal ini Majclis Komisi mcnilai 4 (empat) hal 

sebagai benluk dampak tcrhadap persaingan, yaitu tidak kompelilifnya industri 

seluler di Indonesia~ harga yang eksesif, tingkat kcunlungan yang cksesif~ dan 

adanya kerugian konsurncn, Keempat hal tersebut diuraik;m dcngan disertai data 

empiris yang diperoleh Majclis Komisi baik dari para Tedapor, pcnyelidikan. 

pemerintah maupun da.ri Jcmbaga survey indcpendcn. 

Penerapan rule of reason untuk Pasal 27 yang sebcnarnya tidak 

mencantumkan frase "dapat mengakibatkan praktck monopoli" atau "dapat 

mengakibatkan pcrsalngan usaha tidak sehat" atau ''dapat mengakibatkan praktek 

monopoli dan!atau pcrsaingan usaha tidak sehat" juga men1pakrm lerobosan besar 

daiam penilaian pelanggamn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Selanjutnya dalam mclakukan penilaian terlmdap pelanggaran Pasal 17 

ayat (1) yang dilakukan olch PT Telekomun.ikasi Selulnr (Tcll<omscl), Majelis 

Kom.isi diantaranya mempertimbangkan pemenuhan unsur perilaku dan dampak 

terhadap persuingan. Perllmbangan Majelis Komisi dalam mcnilai uusur perilaku 

yang dilakukan oleh 'rctkomscL diantumnya sebagai hcrikut: 116 

"Bahwa dalam L!-ll'L Tim Pemerikw pada pokoknya menyatakan telah 
terjadi lu.tmbatan interkoneksi yang dilakukan oleh Telkomsel $esuai 
dengan kesoksian J'1aste!, Hmchinson, don dokwnen prujanjfan kerja 
sama cmlara Telkomsel dengan salah satu operutor. 

-----···-
ll<·putusan Nomm· 07!KPPU-U1007, lml. 674-678. 
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Balnra dulam pemlapat mau pcmbe!aao Te!komse! rerkait dengan 
pembuk1ia11 ptdauggon111 Pasa/ 17 arat (I) dan Pnw/25 ayal (I) hunifb 
UU No 5 Ta!wn JV9Y, padu pokoknya menyawkan." 

a. Bahwu kesalisiun I futc!Jinsmr fidak mempt111JJtti kt.:lwutwr sebagai alai 
bulai karena Nwchinsun lidak u:rmasuk seb((JJ,Oi pelaku usaha dalam 
induslri feiekomwlikasi di Jndone:da pada peri ode 2002-2006, 

b. Bahwa kesaksian Mas!el !hlak bernflai S(tksi 

c. Bahwa Tim Pemeriksa tidak memenuhi asas minimum 2 (dua) a/at 
bukti 

d. Bahwa Tim Pemeriksateflth merekayasa Beriw Acara Pemeriksaan. 

Bahwa Majelis Kou1isi menilai pembuktian ycmg dfiakulam Tim Pemeriksa 
Ielah memenuhi ctsas dua ala! bukti. 

Bahwa lvfajelis Komisi menyimpulkan bahwa price leadership Ielah Jerjadi 
dan dilakttkan o/eh Te!kamsel. 
Bahwa lvfajelis Komisi menyimpu/k(tn bahwa harga jasa seluler Telkomsel 
adalah eksesif" 

Pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai tcrjadinya dampak terhadap 

persaingan, diantaranya scbagui bcrikut: 117 

"Bahwa berdasarka11 uraian sebagaimana dijelaskan pada bagian 
sebelumnya yang secara mula! is mutandis berlalm pada bagian ini, maka 
Majelis Komisi menyimpulkan bahwa industrl sel11ler Indonesia adalah 
tidak lwmpeti!lf 

Bahwa perlimbangan dan penjelasan sebagaimana Ielah dije/askan pada 
bagian sebelumnya mutatis mwandis berlaku pada bagian ini dengan 
penamballan sebagai berikut: 

a. EBJTDA margin Telkomsel seialt1 berada pada kisaran nilai rata-rata 
72,09% pada peri ode Jalwn 2003 sampai dengon tahun 2006, 

b. EBITDA n;at·gin Te/komsel merupakan yang terlingfti dibandingkan 
operarur selufer lainnya di negatCHlegara Asia sebagaimana 
dijelaskan dalam Laporan ,Horgan Stanley fertangga/ 21 Februari 
20[)6. 

c. Nifai NOCE ywtg meningkal dari 45% pada ta!mn 2001 menJadi 71% 
pada talwn 2006. 

d. Perkembangan pendapalan operasi Telkomsel per !alum fXlda periode 
!alum 2001 sampai dengan lalwn 2006 mengikllli pola kuadrafik dan 
ek!.ponensial. 

e. Gambar di utas memmjuklwn lmbungan rmrara perulelwn revenue 
daiam konleksfuugsi wakllf. Operating revenue Telkomsel pada tahun 
2001, hanya betjumlalr Rp. ·l918. 000. 000. 000,00 (empat triliun 
sembilan I'CIIU:i delapan be/as miliar rupiah), pada tcllmn 2002 

117Putusrm Nomo;' O?tKPPU-L/:!007. hnL 678-683. 
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bel:fttm!ah Rp 7.5-J.OOO.UOO.OOO,OO {ft!iuh Jrilhm lima mtus tujuh 
pu!uh ti:;_:o mifinr rvpioh). ;mda wlum 1003 herjumlah Rp 
1 1.1-16. {)(}{) UOO. ()!HJ. UU rsehi!las trfliun Sf!f(I/Jis i.!l1lfl!ll puluh en am 
milhw rupiah), pada whun 200.! he1jumlah RF 1-1. 765.UUU.OOO.OOO,OO 
(ewpm be!as 1rifiw1 uy·uh ra/Us enam pufuh lima miliar rupwh), pada 
lalwn 20(}5 beJ~iumlah Up 2 1./J3.000. OOO.OUO, 00 (dua puluh satu 
triliwr setmw; tiger pu!uh tiga miliar rupiah), d(t!1 pada 1ahun 2006 
berjumiah Rp 29.!45.000.000.000,0() (ducJ puluh sembi!an triliun 
seratus empal puluh limo militw rupiah). mcmm.fukkan pertambahan 
yang berlipat ganda mengikJtli pola quadrmic maupun exponential. 
Perrambalmn opemling revenue mengikuti pola quadratic dengan 
persanwcm Y=a+bX+cX2. dengan Y 1w.:rupakan opemling revenue, X 
merupakan taiwn, dan nilai ((=4564.10, b=-18,939, dan c=677.946. 
Pertambahan operating revenue mengikuti pola e;cponential dengan 
persamaan Y=aebx, dengon Y merupakan operating revenue, X 
merupukan talum, dan nilai cr=3663.10, b=O.J502. 

f. Perkembangan EIJIT, EBJTDA, dan Net Income Telkomsel periode 
2001 sampai dengcm 2006 hila dfbenfltk dalam grafik akan 
memmjukkan gambaran serupa seperti graflk di alas. yakni 
perkembaugan yang mengikrtti pola eksponensial atau kuadratik, tidak 
hanya sekedar per1umbuhm1 yang linier, 

Bahwa berdasarkan uraian di alas, ,l,Jajelis Komisi berkesimpulan bahwa 
secaru nyata 'Telkomsel Ielah memperoleh profit eh.csif pada pasar 
bersangkutan. 

Bahwa menurut }v/ajelis Komisi perbitung(m besamya kerugian konsumen 
ditentukcm ofeh perbedaan ltarga yang dibayarkan oleh konsumen dengan 
penilaian produsen (biaya dilwnbah keunttmgan) yang diunima konsumen 
yang dicerminkan o!eh harga kompetitif pada Jingkat pclaku usaha 
mendapatkon ROE yang wajar. 

Bahwa betdasarkan pendekatan di at as, Majeils Komisi berpendapat nilaf 
kerugian konsumen Tefkomsel adalah sebesar Rp 9.859.000.000.000,00 
(sembilan trilfun delapan ratus lima puluh .sembiltm miliar rupiah) sampai 
dengan Rp 24.078.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun l!y'uh puluh 
delapcm miliar ttrpiuh) dalam kurun waktu empat whun (2003 sampai 
dengan 2006). Perhitungan tersebul telah memperlwtikcm keseimbangan 
antm·a kepenfingan pelakuu:wha dan kepentingan konswuen. 

Bahwa selanjutnya ,\!ajelis Komisi mengurai perhi1ungw1 ke.rugian 
konsumen tersebut sebagoi berikut: 

a. Bahwa kerugian konsumen yang dihilung berdasarkan analisa 
fimmsia! yang lerdapot dalom LHPL didasarkan atas aswnsi tingkat 
perolehon profit terhodap nilai modal pcmilik (ROE) yang 
memuaskcm. Kemgiau kcmsumen dihitung dari sdisih ROE yang 
tc1jacl! tlengan asumsi tingkat ROE yang minimal memuaskan 
pemegang sahwn. 

b. A.'ili!IISi fingka! ROE yang minimal me1mmskcm adah:!J 20%. 25%, 
30%, dan 35%. Sesuai dengan kalkulasi LHPL, kerugian konsumen 
un!uk pelanggan Telkomse{ dari tahun 2003 sampai dengan tahun 
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2006 adofa/1 berki.wr w11ara Rp 9. ,')'5 y_ OOfJ. ()(}0, 000. UO (.;·embilan 
friiilm ddupun n1/Us lima puluh sr:w!Jihm miliar rupiah) sampai 
dengan Np 2-/.0::s.OOO.OOO.OOO.OO (dua JWiuh empal triliun rujuh 
puluh dehiJWIII!Iiliar mpiah). 

Bafnm dengmr demikitm, tingginya hatgo ja:w .;e/uler Teikamsel Ielah 
menyebabkcm ki!ri!_J.;ian konswnen anwra Rp 9.859. 000.000.000,00 
(sembilan triliun delapan rafm· lima puluh sembilan mfliar rupiah) sampai 
dengan Rp 24.078.01!11.000.000.00 (dua puluh empul lriliun tujuh puluh 
delapan tJii!iar rupiah). " 

Sarna halnya dcngan pcnilnian unsur Pasal 27 yang dil~kukan oleh Majelis 

Komisi, dalam mcnibi dampak pcrsaingan yang te1jadi akibat pcrilaku Telkomsel 

juga diuraikan bebcrnpa hal scpcrti: tidak kompctitifnya industri seluler di 

Indonesia. harga yang ckscsif. ketmtungan yang cksesif, dan adanya analisis 

kerugian kons.umcn. Penjabaran dari masing-masing dampak juga sama dengan 

penjabaran dampak pcrsaingan akibat perilaku Tcmasck dalam kcpemilikan 

saham silang. Data cmplris mcngenal kcuntungan dan harga, analisis yang 

dibandingkan dcngan anahsi.s oleh lcmbaga swvey indcpcndcn tetap dirnunculka.n 

untuk menjelaskan bahwa bcnar tclab telah terjadi harga yang eksesif, keuntungan 

yang eksesif, dan kcrugian konsumen yang ditirnbnlkannya. 

Secara umum dapat dilihat bahwa Majelis Komisi dalam perkara ini 

menilai darnpuk terhadap pcrsaingan sebagai bcntuk rule of reuson dengan 

menekankan pada substans:i dnri praktck monopo:i atau pcrsaingan usal1a tidak 

sehat itu sendiri tanpa mcnilai kesesuaiannya dcngan dciinisi praktek monopoli 

dan persaingan u,:;alu' tiduk scbal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Hambatan interkoncksi yang dilakukat1 oleh Telkomscl yang juga dibarengi 

dengan price leadership dan penerapan harga yang ckscsif merupakan esensi 

nyata dati pcnguasaaan pasar yang mcrugiknn, set.langkan dampak tidak 

kompetitifnya industri sclclur dl fndoncsia, harga yang ckscsif dan keuntungan 
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yang eksesir yang tc1:jndi sdam,l p(:l'il)dc kepemilikan sil;mg kelompok usaha 

Ternasek merup.abn bnkti 1~yaw balm-a kcpemillkan si:nng tcrsebul bcrdampak 

negatifterhadap pcrsaing;:m dan konsumcn. 

Terhadap pdanggartm yang tclah dibuktikan di atas, Majeiis. Komisi 

• "•L>. k . b "·' menJall,.l.ltJI,.an san ·s1 crupa: 

''Memerintahkan kcpada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama 
Singapore Technologies Telemedia Pre, Lrd,, ST'I' Communicalions Ltd., 
Asia lvfobile Holding Compuny Pta. Ltd, Asia A1obile Holdings Pte. Ltd., 
Indonesia Communication Limited, Indonesia Communica!ion Pte. Ltd., 
Singapore Telecommrmic(llfon.;; Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. 
LJd untuk menghenlikan lindakan kepemilikan saham di PT 
TelekomuniJmsi Sclular dan PT.Indosaf, Tbk. dengan cara melepas 
seluruh kepemilikan .valramnya di salah satu perusahaan yaitu PT 
Telekomunikasi Selular aum PT Indosat, Tbk. dalam wctktu paling lama 2 
(dua) ta/wnlerhi!ung sejak putusan ini memi/iki kekuatan hukum letap. 

Memeri11fahkan kepadct Temasek Holdings, Pie. Ltd, bersama-sama 
Singapore Technologies Te/emedia Pte. Lfd, SIT Communications Ltd, 
Asia A1obile Holding Company Pte. Ltd, Asia };Jobi/e Holdings Pte. Ltd, 
Indonesia Communication Limitecf. Indonesia Communication Pte. Ltd, 
Singapore Telecommunications Ltd. dan Singapore Telecom Mobile Pte. 
Ltd untuk memutuskan perusahaan yang okan dilepas kepemilikan 
sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi 
dan komisaris pada salah .mlu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT 
Telekomunikasi Selular atau PT Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya 
saham secara keseluruhan sebagaimana dipel'intahkan pada diktum no. 4 
di alas. 

Pelepasan kepemi!ikcm sa ham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 di 
atas ddakukcm dengan syaraf sehagai berikra.· 
a. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham 

yr.mg dllepm•: 
b. pembeli !idak boleh terasosiasi dengcm Temasek Holdings. Pte. Ltd 

maupun pembeli lain dalam benluk apa pun 

Menghuknm 're111asek Hofdings, Pie. Lid, Singapore Technologies 
Telemedia Pte. Ltd., S'Tt Communicatiom· Ltd., Asict ]1-!obile Holding 
Company Pre. Lid, Asia kfobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia 
Communication Limited, !ndonc:sia Communicalirm Pte. Ltd, Singapore 
Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Afobile Pte. Ltd 
mas;ng-masing membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima mfliar rupiah) yung harus disetor ke Kas Negara sebagai 
setm·an pendapatan tlenda pelanggaraJJ di bidcmg persaingan usaha 

'"l:Putusan Nomor 07/KPPU-L/200?, hnl. 688~690. 
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Depcwf{'lltr.:n Perdagungan .\.eJ:.r,•tarial ,h:mlaaf Safuan Kerju Komisi 
Pengmrm Per.wingwz Usa/w mclolui hank Pemcrintah dengan kode 
penerimaa11 ./23-191 (Jletl(./apatau De11da Pdcmggaran di Bidang 
Persaingm1 U.wlw). 

1\:femerimahkan PT Te!ekomunikasf Sdular wuuk menghentikan praktek 
pengenaan tani ting:.;i dan menunmkan Ear~{ layonan selular sekurang­
kurangnya sebesar 15% (lima betas persenj dari far({ yang berlaku pada 
tanggal dibacakcmnya pufusa11 ini. 

lvfenglwkum PT Tefekotmmikasi Se/ular membayar denda sebesar 
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor 
ke Kos Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 
persaingan usaha Departemen Perdagcmgon Sekre!ariat Jendeml Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Petsaingan Usuha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha). " 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian mengenai perrnasalahan dan pembahasannya yang 

telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1, Pendekatan rule of reason rnerupakan pendekatan yang mengetengahkan 

analisis lebih mendalam dalam menentukan te<jadi tidaknya pelanggaran 

hukum persaingan. Analisis dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang 

terjadi terhadap persaingan, setidaknya untuk melihat manfaat ekonomi dan 

kebaikannya bagi persaingan itu sendiri. Dalam hukum persaingan, 

pendekatan rule of reason diperlukan dalam rangka menguji manfllat 

ekonomis dan kebaikan dari suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha dalam rangka pencapaian efisiensi ekonomi secara makro. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahnn 1999 tidak mencantumkan ketentuan rule of 

reason secara eksplisit, namW1 penerapan rule of reason dapat ditelusuri dari 3 

(tiga) hal, yaitu: dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 itu sendiri, dari rumusan pasal yang menca.ntumkan ketentuan "dapat 

mengaldbatkan praktek monopoli" atau "dapat rnengakibatkan persaingan 

usaha tidak. sehaf' atau ndapat mengakibatkan praktek monopoli danlatau 

persaingan usaha tidak sehat", dan dari tugas KPPU. Undang-Undang Nomor 
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5 Tahun 1999 rncnghen:laki pcncrnpnn rule <~( l'dtson y<mg lebih luas, tidak 

hanya mcncakup dampak yang tc1jadi lcrhadap pl'rst.m~gan, namun Juga 

terrnasuk cant bcrsaing yang tidak schat 

3. Dalam 3 (tiga) ptltu.sannya yaitu Putusan Nomor 06/KPPU~U2004, Putusan 

Nomor 021KPPL;·Lf2005, dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007, KPPU telah 

menerapkan rule of reason. Putusan Nomor 06/KPPU-U2004 menyuguhkan 

bukti berupa dokwnen pcrjanjian, data empiris penjualan. analisis dampak 

penurunan penjualan, anal isis atas esensi cara bersaing (tindakan) dan potensi 

negatifuya tcrhadap persaingan dan konsumcn. Pulusan 02/KPPU-U2005 

menyuguhkun bukti berupa dokumen syarat~syarat pel'dagangan dan analisis 

atas esensi cara bcrsaing (tindakan) dan potensi ncgatifnya terhadap 

persaingan. Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 menyuguhkan bukti berupa 

dokumen kepcmilikan silang, data empiris mengenai harga dan keuntungan 

beserta analisisnya, anaHsis atas tindakan Tcrlapor, dan analisis dampak 

terhadap konsumcn. 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan pcrmasalahan ini 

adalah sebagai bcrikut: 

1. Penyajian dnta empiris bcrkaitan pergerakan pcrmiruaan akibat pc:rgerakan 

harga dari suatu barang adalah sangat pcnting untuk mcndcfinisikan pasar 

bersangk:utrm. O!eh karena itu Majelis Kamis.i hendnknya menyajikan. data 

tersebut dalam mcnangani pcrkarn persaingan yang ada di KPPU. 
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